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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
(Renja DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 telah dapat diselesaikan.
Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan Urusan Pemberdayaan di Kabupaten
Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan.

Penyusunan Renja ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini
merupakan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu
Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun
dan Rencana Kerja SKPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai
pihak, baik dari internal DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari para
pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, atas dukungan dan kontribusi yang
diberikan, kami ucapkan terima kasih. Dalam penyajian Renja ini juga masih terdapat
kekurangan, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan perencanaan di
masa mendatang. Demikianlah Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan

bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Agustus 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI
N EHA PULUH KOTA

NP>
Drs-A-Zuhdi Perama.P.M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004
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SALINAN

Z Y

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal
142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang



10.

11.

12.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota



Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima
Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2011 Nomor 140).

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43
Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

i A

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2021.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja
di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota.

10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang



12.

13.

14.

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

a.

Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing
PD; dan

Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

a.

b.

Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam
melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada
masing-masing PD; dan

Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI1 : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BABII : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan



Capaian Renstra PD
2.2  Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BABV : PENUTUP

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman

kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran
dari RKPD.

(3 ) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja
PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat
dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi
Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.



BAB YV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

( 1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.

(2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUITRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60

_ salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKum
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari UU No.
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat
30, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 13
ayat 2 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang
Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai
dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai
berikut: (i) persiapan penyusunan; (i) penyusunan rancangan awal; (iii)
penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh
tahapan ini dimulai pada bulan Oktober 2019, dan akan selesai pada bulan Juli
2020.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan
keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat
Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda
kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
(DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 I-1



Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, orientasi dan
penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima

Puluh Kota. Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
Rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2021 berpedoman pada Renstra
DPMD/N Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Renja DPMD/N Tahun 2019 (n-2)
dan perkiraan capaian Tahun 2020 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 penyusunan
rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu
pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPMD/N
Tahun 2021, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2019.
Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk
menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok
sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan
Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun
berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan
atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat
mengoptimalisasi pencapaian sasaran Rentra Perangkat Daerah. Sehingga
rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat

Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2021 adalah
tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja
ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas
perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang
untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini

disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2020.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas
Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136
ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-
masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun

berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi
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dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat Daerah
dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di
Bapelitbang. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja
Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah
dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam
berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/

Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan
proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah
berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam
Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama

dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap
penetapan. Rancangan akhir Renja DPMD/N Tahun 2021 disampaikan ke
Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah
Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan
kembali oleh DPMDI/N, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke
Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah
Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan
bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah
Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam
penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah

penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan
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rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannnya
dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan
awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas
bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan
Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan
rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkada tentang
RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala

Daerah.

RKPD Tahun 2021 merupakan kesinambungan upaya pembangunan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung
atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional. RKPD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima RPJMD
2016-2021 masa periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Ir. Irfendi Arbi, MP -
Ferizal Ridwan, S.Sos. RKPD ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021,
dimana program-program yang telah ditetapkan akan disinkronkan dengan hasil
Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program
dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diharapkan dapat memenuhi

kehendak RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati
Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Seperti halnya RKPD
2021, maka Renja DPMD/N Tahun 2021 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun
ke-5 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2016-2021. Renja
DPMDI/N ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam
proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.
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1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah:

1.
2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerabh.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2005 — 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintahan  Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15).

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 — 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4).

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 78 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagatri.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/Nagari ini adalah untuk :
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1. Menjabarkan visi, misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2016-2021 yang
tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang menjadi
tanggung jawab DPMD/N secara operasional dan teknis sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh
Kota.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD

2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan DPMD/N.

3. Menyediakan dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan
program dan kegiatan DPMD/N untuk Tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/Nagari ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan
pada Tahun 2021.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan
kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-
bidang di DPMD/N.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) DPMD/N pada Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 mengacu
pada Pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari lima Bab dengan
uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan.
Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja

DPMD/N Tahun 2021, landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman
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dalam penyusunan Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
Renja.

II.  Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun Lalu.
Bab dua ini memberikan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun 2019-2020 dan capaian terhadap target Renstra DPMD/N hingga
Tahun 2020, analisis kinerja pelayanan DPMD/N, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N, review terhadap rancangan
awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

[ll.  Tujuan dan Sasaran DPMDI/N.
Bab tiga memuat telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi,
tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2021.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.
Bab ini menguraikan Rencana Kerja, Target dan Indikator Kinerja dan
Pendanaan yang dibutuhkan.

V. Penutup.

Bab kelima merupakan ketentuan penutup.
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BAB I
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari (DPMD/N) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun
2019 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2020 (tahun n-1), mengacu pada
APBD Tahun 2020 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat
Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra DPMD/N berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja DPMD/N tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2019, dan
realisasi Renstra DPMD/N mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
DPMD/N dan/atau realisasi APBD untuk DPMD/N. Pokok-pokok materi yang
disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target Kkinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD/N.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

. ]
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
(DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -1



2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/
Keluaran Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2019, program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu pada program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 36.681.213.- (Belanja Modal
Pengadaan Alat Komunikasi/ Jaringan SIPKD) di danai oleh APBD ,
Realisasi Keuangan Rp. 0 (%) ,Realisasi 0% . Kegiatan tidak terealisasi
karena Jaringan SIPKD tersebut telah difasiltasi oleh Badan Komunikasi
dan Informasi (KOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rp. 45.523.646 ,
yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. ...,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0%) serta realisasi fisik kegiatan
mencapai 0%. Keluaran dari kegiatan ini tidak terlaksana karena dana

yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan Rehab.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2019, program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang didanai melalui APBD
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.970.000 dan realisai keuangan
sebasar Rp. 4.647.000 (77,84%) serta realisasi fisik kegiatan mancapai
100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa surat
menyurat berupa materai 6000, 600 lembar dan Materai 3000, 300 lembar
dan Cek 2 buku dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya pelayanan

administrasi Perkantoran.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik yang
didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.320.000,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.536.100,- (94,30%) serta realisasi
fisik kegiatan fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya

kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, yaitu Listrik 12 Bulan,
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Telepon 12 Bulan dan Internet 12 Bulan, dengan capaian Kkinerja
Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didanai
melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.950.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.475.000.- (83,90 %) serta realisasi fisik
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Komputer yaitu 1
Unit Bateray Laptop Toshiba dan 1 Buah Ekternal Hardisk , dengan capaian
kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang didanai melalui
APBD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 306.420.000.- dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 292.333.000,- (95,40%) serta realisasi fisik kegiatan
mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan
jasa administrasi keuangan yaitu berupa terbayarnya honorarium Pengguna
Anggaran 12 bulan, Kuasa Pengguna Anggaran 11 bulan, Honor Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 bulan, Pembantu Pejabat Penatausaha
Keuangan (Pembantu PPK) Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 bulan, Honor
Bendahara Pengeluaran 12 bulan, Honor pembantu Bendahara 24 bulan,
Honor Bendahara Barang 12 bulan, Honor Non PNS/PTT 14 bulan (Pegawai
PTT 2 Orang, Honor Pegawai Honorer 130 bulan (Pegawai honorer 11
Orang), dengan capaian kinerja Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang didanai melalui APBD
dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.700.000,- dan realisasi keuangan
sebesar Rp. 5.700.000.- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa perbaikan
peralatan kerja yaitu : belanja jasa pemeliharaan komputer/Laptop 5 Kali,
biaya jasa pemeliharaan mesin TIK 2 kali, biaya pemeliharaan pendingin
ruangan 3 kali, instal 6 unit, service printer 8 kali, dengan capaian kinerja

terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran.

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang didanai melalui APBD dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 104.281.104,- dan realisasi keuangan sebesar
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Rp. 83.206.590.- (79,79%) serta realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran dari
kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyedaiaan alat tulis kantor dan
terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan, dengan capaian

kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang didanai
melalui APBD dengan alokasi anggaran sebasar Rp. 78.600.000.- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 76.336.440,- (97,12%) serta relaisasi fisik
kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
kebutuhan penyediaan barang cetakan Yaitu Cetak Undangan Kegiatan
TMMN 290 Buah, Cetak Lembaran Disposisi 10 Baliho 2 buah, Cetak Plakat,
Cetak Stopmap 400 buah dan Cetak Laporan Pertanggungjawaban Nagari 42
Buah, dan penggandaan surat-surat, Blanko, SPJ dan bahan bimtek 248.000
lembar, dengan capaian kinerja terlaksananya palayanan administrasi
perkantoran.

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebasar Rp.
3.000.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (100%) serta
realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah
tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran.

9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didanai
melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.198.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 3.193.000.-(99,84%) dan realisasi fisik
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan, dengan capaian

kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

10.Penyedian Peralatan Rumah Tangga yang didanai oleh APBD dengan
alokasi anggaran Sebesar Rp. 2.450.000.- dan realisasi sebesar Rp.
2.450.000.- (100%). Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
penyediaan peralatan Rumah Tangga berupa Piring dan dan Sendok, dengan

capaian kinerja yaitu tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
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11.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang didanai melalui APBD
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.847.000.- dan realisasi keuangan
sebasar Rp. 4.847.000.- (100%) dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
Keluaran dari kegiatan adalah tersedianya kebutuhan penyediaan bahan
logistik kantor berupa belanja Bendera, Marawa 1 paket, dengan capaian
kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

12.Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum yang didanai melalui APBD dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 64.625.000 dan realisasi keuangan sebesar
Rp. 57.787.500.- (89,42%) dan realisasi fisik kegiatan mecapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan makan
dan minum berupa Makan dan Minum Tamu serta Makan dan Minum Rapat
12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran.

13.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang didanai
melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 286.247.000.- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 285.851.609,- (99,86%) dan realisasi fisik
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan,

dengan capaian kinerja Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur yang didanai melalui APBD dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
3.000.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran
dari kegiatan ini adalah 5 buah Kursi Rapat, dengan capaian kinerja

terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2. Kegiatan Pemiliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang
didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.575.000,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.485.949,- (88,47%) serta realisasi
fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah
tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaran
dinas/operasional 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksanya

peningkatan sarana dan prasaran aparatur.
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3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang
didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.650.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 648.000.- (99.69 %) serta realisasi fisik
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
kebutuhan pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan berupa
Loundry Karpet, Alas Meja dan Gorden, dengan capaian kinerja
terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan Gedung

Kantor.
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapan yang didanai
melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000.- (100%) serta realisasi fisik
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
Pakaiann Dinas dan Kelengkapannya sebanyak 40 Stel, dengan capaian

kinerja terlaksananya peningkatan disiplin aparatur.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lktisar Realisasi
Kinerja SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 36.772.491,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.
853.000.- (92.06) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran
dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyusunan laporan
capaian kinerja dan iktiosar realisasi kinerja SKPD 12 bulan, dengan
capaian kinerja terlaksananya peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja SKPD.

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yang didanai
melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.425.000.- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.413.000,- (99.51%) serta realisasi
keuangan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
kebutuhan penyusunan laporan keuangan semester | dan Prognosis 6

bulan berikutnya 2 Laporan (12 bulan), dengan capaian Kkinerja
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terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja SKPD.

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang danai melalui
APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.598.938,- dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 6.181.000,-(81.34%) serta realisasi fisik kegiatan
mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan
penyusunan laporan akhir tahun yaitu berupa laporan keuangan akhir
tahun 1 dokumen, dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD.
E. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
31.282.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.982.500,- (95.84%)
serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini

diantaranya adalah:

R/

% Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Organisasi

Kemasyarakatan.

®,

% Terfasilitasinya pelaksanaan KKN di Kabupaten Lima Puluh Kota
pada 7 Kecamatan, 30 Nagari, dari 10 Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan Jumlah
mahasiswa yaitu 758 orang mahasiswa.

% Terlaksananya Lomba Kader Posyandu terintergrasi PAUD dan BKB
(Bina Keluarga Balita) se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang
dimenangkan oleh Posyandu Nagari Talang Maur Kecamatan
Mungka Sebagai Juara |, Posyandu Nagari Taram Kecamatan Harau
Juara Il dan Posyandu Nagari Kurai Kecamatan Suliki Juara III.

Dengan Capaian kinerja berupa Meningkatnya Keberdayaan Lembaga

dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 16.345.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.115.000,- (
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80.24%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari
kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis atau Bimtek
Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) sebanyak 40 kader Yang
dilkasanakan pada tanggal 28 Agustus 2019, Dengan capaian Kinerja
meningkatnya wawasan KPMD Kader Pembangunan Masyarakat Desa. di
Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
yang didanai melalui APBD Dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.
12.751.000.- Realisasi Keuangan Rp. 6.393.000.-serta realisasi Keuangan
mencapai (50,14%) dan Realisasi Fisik 100%, Keluaran dari Kegiatan ini
adalah Terbentuknya Posyantek 8 Posyantek di Kabupaten Lima Puluh
Kota yang sebelumnya sebanyak 26 Posyantek menjadi 34 Posyantek dan
Terfasilitasinya Masyarakat dalam menperoleh Informasi dalam
penguasaan IPTEK serta meningkatnya kreativitas masyarakat dalam
penguasaan Inovasi Teknologi dan berhasilnya Posyantek Nagari VIl Koto
Talago menjadi Juara | Posyantek Terbaik Tingkat Propinsi Sumatera
Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomo; 413.5-
597-2019tanggal 2019. Dengan capaian Kinerja yaitu meningkatnya minat
dan motivasi masyarakat dalam menciptakan dan memanfaatkan Alat
Teknologi Tepat Guna (TTG).

4. Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna yang didanai melalui
APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.289.000.- dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 72.041.600.- (80.68%) serta realisasi fisik kegiatan

mencapai 100%, keluaran dari kegiatan adalah:

% Terlaksananya Lomba Inovasi TTG Tingkat Kabupaten Lima Puluh
Kota, yang diikuti oleh 10 peserta yang berasal dari Utusan dari
Perguruan Tinggi, utusan Dari Sekolah Menengah Kejuruan dan
Utusan dari Masyarakat. Lomba Inovasi TTG dimenangkan oleh
Juara | dimenangkan oleh Limis Apendi dengan Inovasinya Yaitu
Alat Kocor Tanaman utusan Nagari Simalanggang Kecamatan
Payakumbuh, Juara Il an. Yulfian Azrial dengan Inovasinya

Penyemprot Hama Luar Biasa berasal Nagari Simalanggang dan
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Juara Il an. Muslim dengan Inovasi yaitu Pembuatan Pelampung
Pancing utusan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau.

% lkut Serta Kabupaten Lima Puluh Kota pada Gelar TTG Tingkat
Provinsi Sumatera di Kabupaten Tanah Datar yang mengikut
sertakan Ketiga Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat
Kabupaten dan meraih Juara

s Dan Ikut sertanya Kabupaten Lima Puluh Kota menghadiri
Undangan Gelar Teknologi Tepat Tingkat Nasional yang
dilaksanakan di Propinsi Bengkulu.

Dengan capaian kinerja meningkatnya Keberdayaan Mayarakat.

5. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang didanai melalui APBD dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 20.730.000.- dan realisasi keuangan
sebasar Rp. 12.455.000,- (60.08%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai
100%. Keluaran dari Kegiatan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis
(Bimtek) Terhadap Pengurus/ Anggota Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Nagari sebanyak 45 orang dari Jumlah LPM Yang Aktif
yang ditargetkan yaitu 45 LPM dengan Capaian kinerja Yyaitu
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka
Mendukung Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelaksanaan

Pembangunan di Nagari. Le

6. Kegiatan Pembinaan PKK yang didanai melalui APBD dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 446.865.000,- dan realisasi keuangan sebasar Rp.
436.251.848,- (97.62%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
adalah keluaran dari kegiatan adalah:

% Terlaksananya Pembinaan PKK di Kabupaten Lima Puluh Kota 93
Kelompok, Terlaksananya Rapat Koordinasi Tp. PKK dengan

Organisasi Perangkat Daerah.

% Terlaksananya Rapat Bulanan Tp. PKK Kabupaten dengan Tp. PKK
Kecamatan.

% Terlaksananya Bulan Bakti Dasawisma.
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% Terlaksananya Hari Kesatuan Gerak Tp.PKK tingkat Kabupaten Lima
Puluh Kota.

% Ikut sertanya Tp.PKK Kabupaten Lima Puluh Kota pada Rakornas PKK
di Pusat.

% Terfasilitasinya TP. PKK Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti
Jambore Tingkat Propinsi dan Nasional.

% Terfasilitasinya Tp. PKK Kabupaten dan Kecamatan dalam mengikuti

Rangkaian acara Kesatuan Gerak PKK tingkat Propinsi dan Nasional.

% Terlaksananya Pembinaan Tp. PKK Kabupaten ke Kecamatan tentang
10 Program Pokok PKK.

% Terlaksananya Lomba Ketua Kelompok Dasawisma Beprestasi Pokja I.
Pokja I, Pokja Ill dan Pokja IV.

% Terlaksananya Kaji Banding bagi Tp.PKK ke Luar Propinsi.

% Terlaksananya Bimtek bagai Tp. PKK Kabupaten dan TP.PKK

Kecamatan.

% Terlaksananya Kaji Banding bagi pengurus PKK ke Luar Dalam

Propinsi.

Dengan capaian kinerja yaitu Meningkatnya Keberdayaan Lembaga

Organisasi Masyarakat Pedesaan.

7. Kegiatan Penyelenggaraan, Pembentukan, Pemekaran, Pengembangan
dan yaitu Penghapusan Batas Nagari yang didanai melalui APBD dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 29.180.000.- dan realisasi keuangan
sebasar Rp. 29.172.700,- (99.97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai

100%, keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya:
% Permintaan Data Citra Satelit Ke Badan Informasi Geospasial.

% Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi ke Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional.

+ Konsultasi ke Propinsi Sumatera Barat terkait Tatacara Penetapan

Batas.
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% Studi Banding ke Kabupaten Pasaman Barat terkait Tatacara
Penetapan Batas.

Dengan capaian Kinerja yaitu Prosentase terfasiltasinya Pemerkaran

Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

8. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan,
Pembentukan, Pemekaran, Pengembangan Nagari yang didanai melalui
APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.695.000.- dan realisasi
keuangan sebasar Rp. 22.695.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan

mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya:
% Sosialisasi Pemekaran Nagari dan Pemekaran Jorong.

s Rapat Tim Pemekaran nagari dan Rapat Tim Penetapan dan

penegasan Batas Nagari.

Dengan capaian kinerja meningkatnya Keberdayaan Lembaga
Organisasi Masyarakat Pedesaan.

9. Kegiatan Temu Wicara Lembaga Adat Se-Kabupaten Lima Puluh Kota
yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
22.461.000,- dan realisasi keuangan sebasar Rp. 20.925.000,- (93.16%)
serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan
adalah terlaksananya Temu Wicara Lembaga Adat dan terlaksananya
Pembinaan Kelembaga Adat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan

capaian kinerja yaitu meningkatnya Wawasan Pemangku Adat.
F. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
48.966.500.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.920.900,-( 95,82%)
serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini
adalah Terlaksananya Pelatihan Pengurus Bumnag/Bumdes 36 Bumnag
(3 Orang/Bumnag), dengan Capaian kinerja berupa terbentuknya 50

Buah Bumnag di 50 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota,

2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang didanai melalui APBD

dengan alokasi anggaran sebasar Rp. 41.455.000,- dan realisasi
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keuangan sebesar Rp. 23.756.000,- (57,30%) serta realisasi fisik kegiatan
mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Rakor
P3MD terkaitnya Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaksanaan UU No.6 , Terlaksananya Mnev P3MD dan tersedianya
Laporan Kegiatan P3MD , Terlaksananya Monev UEM-SP , KMN dan
Produk Unggulan dengan. Dengan Capaian Kinerja Termonitoringnya

Lembaga Ekonomi Pedesaan yang ada.

3. Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang didanai melalui APBD
dengan alokasi dana sebasar Rp. 347.280.000,- dan realisasi keuangan
sebesar Rp. 347.013.600.- (96,96%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai

100%. Dengan Keluaran dari Kegiatan antara lain;

% Hasil Pengukuran EpNag Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

yaitu ;

1). Nagari Kurang Berkembambang 4 Nagari ( Manggilang, Tanjung

Pauh, Koto Bangun dan Galugua)

2). Nagari Berkembang 62 Nagari ( Sit. Ld.Laweh, Sit. Gadang,
Tungkar, Sit.Batua, Sit.Banda Dalam, Talang Maur, Jopang Manganti , Sungai
Antuan, Talang Anau, Pandan Gadang, Baruah Gunung, Sungai Naning, Koto
tangah, Banja Laweh. Maek, Suliki, Kurai, Sungai Rimbang, Limbanang,
Anding, tanjung Bungo, Sungai talang, Kubang, Simpang Sugiran, Koto
Tangah Batu Hampa, Durian Gadang , Sariak Laweh, Sungai Balantik,
Suayan Pauh Sangik, Taeh Bukik, Taeh Baruah, Koto Tangah Simalanggang,
Simalanggang, Piobang, Sungai Baringin, Mungo, Andalaeh, Sungai
Kamuyang, Tanjung Haro Sikuabu-Kabu, Ampalu, Halaban, Sitanang,
Tanjung Gadang, Labuah Gunuang, Balai Panjang , Bukit Sikumpa, Batu
Payuang, Tarantang, Koto Tuo, Batu Balang, Bukik Limbuku, Lubuak
Batingkok, Gurun, Pilubang, Koto Alam, Pangkalan, Gunung Malintang,

Tanjung Balik, Muaro Paiti, dan Sialang.

3). Nagari Cepat Berkembangan 13 Nagari (Mungka, Simpang
Kapuak, Koto Tinggi, Guguak VIII Koto, Tujuh Koto Talago, Koto Baru
Simalangga, Sarilamak, Tarantang, Solok Bio Bio, Taram, Koto Lamo, Lubuak

Alai dan Durian Tinggi.
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X/
°

Tiga Nagari terbaik Lomba Nagari Tingkat Kabupaten Lima Puluh
Kota Yaitu ;

1) Nagari Taram Kecamatan Harau Juara |
2) Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Juara

3) Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Juara lll

X/
°

1 Nagari terbaik | yaitu mewakili Kabupaten Lima Kota pada Lomba

desa & Kelurahan Tingkat Propinsi diwakili oleh Nagari Taram.

% 1 Nagari terbaik 1 mewakili Sumatera Barat pada Lomba desa &

Kelurahan Tingkat Regional yaitu nagari Taram .

% Penerima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha oleh Presiden RI
kepada Bupati Lima Puluh Kota yang telah berhasil dalam membina

Pemerintahan Nagatri .

Dengan Capaian Kinerja yaitu Meningatnya Status Perekembangan

Nagari.
G. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa yang
didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.659.000, -
dan realisasi keuangan sebesar Rp. 159.127.186,- (95,48%) serta realisasi

fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah:

% Terlaksananya Pembukaan dan Penutupan TMMN ke 106 dengan
Lokasi Kegiatan yaitu di Nagari Situjuah Ladang laweh dan Nagari
Tungka Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang dilaksanakan
Pembukaan tanggal 2 Oktober 2019 dan Penutupan pada tanggal 31
oktober 2019, dengan kegiatan vyaitu Pembukaan Jalan Baru
sepanjang 9 Km dari Nagari Situjuh Ladang Laweh menuju nagari
Tungka.

X3

» Kegiatan Pencanangan Bulan Bakti Gotoroyong Masyarakat
(BBGRM) yang dilaksanakan bersamaan dengan Pembukaan TMMN
ke 106 di nagari Situjuah Ladang Laweh.
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Dengan capaian kinerja berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam membangun Desa/Nagari.

2. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa yang didanai
melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.795.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 24.795.000 (100%) serta realisasi fisik
kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Musrenbang Nagari 79 Nagari. Dengan Keluaran
Kegiatan yaitu DURKP dan RKP dari 79 Nagari. Dengan capaian kinerja
berupa  Peningkatan  Pelaksanaan  Musyawarah  Pembangunan
Desa/Nagari.encanaan nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota

3. Kegiatan Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari yang didanai
melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.027.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 30.307.000,- (97.68%) serta realisasi

fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu:

% Penetapan SK Bupati Lima Puluh Kota No. 341 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi Jenis Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019.

1) Nagari Swasembada : 20 Nagari
2) Nagari Swakarya : 47 Nagari
3) Nagari Swadaya : 12 Nagari

% Data Papan dan Buku Monografi 79 Nagari.

% Status Nagari Berdasarkan Pengukuran IDM Nagari tahun 2019 yaitu

1) Mandiri : 4 Nagari (Guguak VIII Koto, Sarilamak, Taram dan
Situjuah Batua).

2) Maju : 31 Nagari (Tanjuang Bungo, Suliki, Limbanang, VII Koto
Talago, Piobang, Koto Tangah Simalanggang, Sikabu-Kabu Tj Aro
Pd. Pjg, Mungo, Sungai Kamuyang, Batu Balang, Gurun, Koto Tuo,
Tanjuang Balik, Gunuang Malintang, Pangkalan, Muaro Paiti,
Labuah Gunuang, Batu Payuang, Balai Panjang, Situjuah Banda
Dalam, Situjuah Gadang, Mungka, Talang Maua, Sungai Antuan,
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Baruah Gunuang, Koto Tangah, Sariak Laweh, Koto Tangah Batu
Hampa, Batu Hampa, Suayan).

3) Berkembang : 41 Nagari (Sungai Rimbang, Anding, Sungai Talang,
Kubang, Taeh Bukit, Simalanggang,Sungai Baringi, Taeh Baruah,
Andaleh, Solok Bio-Bio, Bukik Limbuku, Tarantang, Harau, Lubuak
Batingkok, Pilubang, Manggilang, Koto Alam tanjung pauh, Koto
Bangun, Lubuak alai, Durian Tingggi, Sialang, Pandan Gadang,
Koto Tinggi, Talang Anau, Labuah, Ampalu. Bukit Sikumpa,
Halaban. Tanjuang Gadang, Sitanang, Situjuah ladang laweh,
Tungka Jopang Manganti, Simpang Kapuak, Maek, Bonja Laweh,
Sungai naning, Swungai Balantiak, Pauh Sangik dan Durian

Gadang).
4) Tertinggal : 3 Nagari ( Kurai, Koto Lamo & Galugua).
5) Sangat Tertinggal : -
Dengan Capaian Kinerja yaitu terdata Status Perkembangan Nagari.

4. Kegiatan Pembinaan Kelompok Pengelolaan Prasarana Fasilitas Umum
(KKP-FASUM) yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 34.115.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 27.930.000,-
(81.87%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari
Kegiatan adalah Terlaksananya Pembinaan, Penilaian dan Rakor
Kelompok Masyarakat Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-Fasum)
di Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Keberlanjutan Pasca
Program sebanyak, 124 BP-SPAMS tahun 2019. Penilaian KP-SPAM
Tingkat Propinsi dilaksanakan pada Bulan November dimenangkan oleh
KP-SPAM Pabantungan Nagari Taeh Bukit Kecamatan Payakumbuh di
Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Juara | Tingkat Propinsi Sumatera
Barat. Dan terlaksananya Rakor BP-SPAM se Kabupaten Lima Puluh
Kota pada tanggal 16 Desember 2019 dengan capaian kinerja
terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

Desa.

5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didanai melalui APBD

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.368.700,- dan realisasi
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keuangan sebesar Rp. 90.435.700,- (91,94%) serta realisasi fisik kegiatan
mencapai 100% Keluaran dari Kegiatan adalah Terlaksananya 1. Rapat
Koordinasi P3MD, 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan P3MD ,
tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program
Pemberdayaan Masyarakat oleh Tenaga Pendamping P3MD di Kabupaten
Lima Puluh Kota dan terlaksananya Rapat Koordinasi bersama OPD
terkait, Kecamatan dan dengan peserta dari pelaku-pelaku kegiatan dari
desa/nagari dan Pendamping Profesional P3MD (TA,PD,PLD) dengan
Capaian kinerja berupa, terlaksananya peningkatan pertisipasi
masyarakat dalam membangun Desa/Nagari.

H. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang didanai melalui APBD dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 23.760.000,- dan realisasi keuangan
sebesar Rp. 14.233.000,- (59,90%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai
100%. Keluaran dari Kegiatan adalah terlaksananya kegiatan
sosialisasi/pelatihan tentang kawasan pedesaan yang diikuti  oleh
sebanyak 50 orang peserta terdiri perwakilan unsur pemerintahan nagari .

2. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelola
Keuangan Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 85.641.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
83.899.457.- (97,97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
Keluaran dari Kegiatan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi
Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) kepada 79 orang Operator nagari dan
Admin 13 (Tiga Belas) Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 4-5
April 2019 dengan Nara Sumber dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat.
Dengan Capaian Kinerja vyaitu meningkatnya Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa/Nagari dibidang Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

3. Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 208.077.500.- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
208.018.900,- (99,97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
Keluaran dari Kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Badan
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Permusyawatan Bamus dengan jumlah peserta yaitu sebanyak 79 orang
Anggota Bamus dari 79 Nagari. Terlaksananya Pelatihan Aparatur
Pemerintahan Nagari dan pelatihan bagi aparatur dan stakeholder terkait
dan diiringan dengan Benchmarking ke desa Taman Sari Kecamatan
Genteng Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Barat dengan Capaian
Kinerja Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari.

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Wali Nagari didanai melalui APBD dengan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 40.770.000.- dan Realisasi keuangan
sebesar Rp. 39.650.000,- (97.25%) realisasi Fisik Kegiatan mencapai
100%. Keluaran Kegiatan yaitu Terlaksananya Rapat Koordinasi Wali
Nagari Se Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian Kinerja Yaitu
meningkatnya Pemahaman dan Wawasan terkait Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari.

5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didanai melalui APBD
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.690.000.- dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 35.490.000,- (83.13%) serta realisasi fisik kegiatan
mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan ini adalah 1)Terlaksananya
Penilaian Lembaga Bamus Nagari Terbaik di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019 Terbaik | yaitu Bamus Nagari Koto Tangah Simalanggang
Kecamatan Payakumbuh, Terbaik Ke Il yaitu Bamus Nagari Tanjung
Bungo Kecamatan Suliki dan Terbaik Ke Il yaitu Bamus Nagari Gunung
Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru . Dengan Capaian Kinerja
yaitu meningkat Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari dan Badan

Musyawarah (Bamus) Nagari.
I. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang
didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.052.000.-
dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.531.000.- (90,68%) serta realisasi
fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari Kegiatan adalah
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari
sebanyak 79 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) dengan

capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari.Keput
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2. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang
didanai melalui APBD dengan anggaran sebesar Rp. 30.999.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 32.638.000.- serta realisasi fisik kegiatan
mencapai 100%. Keluaran dari Kegiatan adalah  yaitu ditetapkan
Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati sebagai Pedoman Pengelolaan
Keuangan Nagari sebanyak 9 Keputusan dan Peraturan Bupati yaitu
dengan Capaian kinerja berupa Tertibnya nagari dalam Penyusunan RAPB

Nagari dan APB Nagari.

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa yang didanai melalui APBD dengan anggaran
sebesar Rp. 33.658.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
21.269.000,- (63,19%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
Keluaran dari Kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Nagari untuk 79 Nagari. dengan
Capaian kinerja berupa Terfasilitasinya nagari dalam penyusunan
pertanggungjawaban APB.2019 sebanyak 79 Nagari di Kabupaten Lima
Puluh Kota.

4. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan yang didanai melalui
APBD dengan anggaran sebesar Rp. 30.860.000,- dan realisasi keuangan
sebesar Rp. 28.535.0000,- (68,39%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai
100%. Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Teknis
Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa /Nagari melalui Sistim Pengelolaan
Aset Desa(Sispades) yang dikuiti oleh masing-masing operator dari 13
Kecamatan dan 79 nagari serta Pendataan Aset Nagari untuk 79 Nagari di
Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan capaian kinerja Terdatanya Aset dan
Tertib Pengelolaan aset desa/nagari.

J. Program Penataan Peraturan Perundangan

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Nagari Skala Kabupaten
dan Nagari yang didanai melalui APBD dengan anggaran sebesar Rp.
15.975.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.957.000,- (100%) serta
realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan adalah:

e Penetapan Peraturan Bupati tentangn IKG Nagari tahun 2019.
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e Data Produk hukum yang diterbitkan/diundangkan selama Tahun 2019
adalah sebanyak 79 Data.

¢ Rekapitulasi Data Peraturan Nagari tentantg Daftar Kewenangan Nagari
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskalalanagari

sebanyak 79 Nagari.

e Rekap Data Rekomendasi Penyusunan Pernag SOTK Nagari sebanyak

79 Nagatri.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran
Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2019 program dan kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil’keluaran yang direncanakan yaitu ;

Sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja yang pertama yaitu
jumlah Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur
Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan. Target yang ditetapkan adalah
sebanyak 4 Bimtek/Pelatihan. Sedangkan realisasinya pada tahun 2019
adalah terlaksananya 10 Bimtek/Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur
Pemerintahan Nagari. Adapun Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan dalam

Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
e Bimtek Kawasan Perdesaan

e Bimtek/Pelatihan  Pengelolaan Badan Usaha Milik ~ Nagari
(Bumnag)

e Bimtek/Pelatihan LPM (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat)

e Bimtek/Pelatihan = KPMD (KaderPemberdayaan Masyarakat

Desa)
Bimtek Bamus (Badan Musyawarah) Nagari.

e Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pemutakhiran
Data IDM.

e Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur

Pemerintahan Nagari dan Stakeholder Terkait.
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e Rakor dan Pelatihan Bagi Seknag se-Kab. Lima Puluh Kota dan
Stakeholder Terkait.

e Bimtek yang diselenggarakan oleh Bidang Pemerintahan
Nagari DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

e Bimtek Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa)

e Bimtek Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)

Indikator kedua vyaitu persentase nagari yang menyampaikan
dokumen APB Nagari dan LKPJ] tepat waktu, dengan target kinerja 50%.
Indikator Persentase Nagari yang menyampaikan dokumen APBNagari dan
LKPJ Wali Nagari tepat waktu dihitung dari banyaknya Nagari yang
menyampaikan dokumen APBNagari tahun 2019 dan LKPJ Wali Nagari
tahun 2018 dalam rentang waktu Januari s/d April 2019. Semakin
banyaknya Nagari yang menyusun dan menyampaikan Dokumen APBNagari
dan LKPJ Wali Nagari sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka semakin
baik kinerja DPMD/N dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari.

Adapun target dari indikator tersebut adalah sebesar 50%, yang
artinya terdapat lebih kurang 39 Nagari ditargetkan menyampaikan
dokumen APBNagari dan LKPJ Wali nagari dalam rentang waktu Januari s/d
April 2019. Berdasarkan rekap data penyampaian laporan oleh Nagari,
bahwa Indikator Persentase Nagari yang menyampaikan dokumen
APBNagari dan LKPJ Wali Nagari tepat waktu terealisasi sebesar 55,70%.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokumen APBNagari
Dari 79 Nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota, Terdapat

43 Nagari yang menyampaikan Dokumen APBNagari Tahun 2019 dalam
rentang waktu Januari s/d April 2019 yaitu sekitar 54,43%. Dokumen
APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
2. Dokumen LKPJ Wali Nagari
LKPJ merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali

Nagari yang disampaikan oleh Wali Nagari setiap tahunnya. Untuk
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indikator persentase nagari yang menyampaikan Dokumen LKPJ Wali
Nagari tepat waktu, data diambil dari penyampaian dokumen LKPJ Wali
Nagari tahun 2018 yang disampaikan pada tahun 2019. Adapun jumlah
dokumen LKPJ Wali Nagari yang diterima DPMDN dalam rentang waktu
Januari s/d April adalah sebanyak 45 Dokumen yang artinya bahwa
terdapat 45 Nagari yang menyampaikan Dokumen LKPJ sesuai dengan

waktu yang ditetapkan

Target yang ditetapkan untuk capaian kinerja Tahun 2019 adalah
sebanyak 72 Nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300
berdasarkan evaluasi perkembangan Nagari. Dari data evaluasi
perkembangan Nagari Tahun 2018, terdapat 75 Nagari yang memiliki nilai
diatas 300. Pencapaian sebesar 104% ini, telah melebihi target yang
ditetapkan. Rekapitulasi data Evaluasi Perkembangan Nagari Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7. Nagari yang
termasuk kurang berkembang atau dengan nilai dibawah 300 hanya pada 4
Nagari yaitu: Manggilang, Tanjuang Pauah, Koto Bangun dan Galugua.
Keempat Nagari ini berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan
Kecamatan Kapur IX. Kemudian terdapat 62 Nagari yang termasuk kategori
berkembang. Sedangkan nagari cepat berkembang sebanyak 13 Nagari.
Dari total keseluruhan 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, 95%

adalah Nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi
Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan
Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD/N terlaksana dengan baik. Alokasi
anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai 96,68 %. Tetapi
ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Rehabilitasi Sedang Berat
Gedung Kantor . Tidak terlaksananya kegiatan tersebut yaitu karena tidak
cukupnya dana yang tersedi untuk melaksanakan Rehab.
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Adapun solusi dari permasalahan tersebut diatas dianggarkan pada

tahun berikutnya.

Hasil evaluasi selanjutnya vyaitu,terhadap pencapaian target dan

realisasi Renstra DPMD/N sampai dengan Triwulan Il Tahun 2020. Berikut

dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program/kegiatan sebagai
berikut:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pencapaian
realisasi keuangan sebesar 34,96 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan
target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 3,97 sehingga tingkat
pencapaiannya telah mencapai 29,97 %.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
pencapaian realisasi keuangan sebesar 27,56 %. Tingkat pencapaian
sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0,75
%, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 21,75 %.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan pencapaian realisasi
keuangan sebesar 0 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target
Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0 %, sehingga tingkat
pencapaiannya telah mencapai 8.06%.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan
pencapaian realisasi keuangan sebesar 0 %. Tingkat pencapaian sesuai
dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0 %,
sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 22,75 %.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar
40.24 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga
Tahun 2020 adalah sebesar 4.35 %, sehingga tingkat pencapaiannya

telah mencapai 61,24%.

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan
pencapaian realisasi keuangan sebesar 12,46 %. Tingkat pencapaian
sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0,51%,
sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 50.97 %.
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7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan
pencapaian realisasi keuangan sebesar 51,33%. Tingkat pencapaian
sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0,87

%, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 63,34%.

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa,
dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 59,85 %. Tingkat
pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah
sebesar 0.70 %, sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 60,70
%.

9. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan
pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,25 %. Tingkat pencapaian
sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 1,19%,

sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 46,91%.

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan
pencapaian realisasi keuangan sebesar 100 %. Tingkat pencapaian
sesuai dengan target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0,22%,

sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 28 %.

11. Program Penataan Peraturan Perundangan, dengan pencapaian
realisasi keuangan sebesar 100%. Tingkat pencapaian sesuai dengan
target Renstra hingga Tahun 2020 adalah sebesar 0.88%, sehingga

tingkat pencapaiannya telah mencapai 11,66%.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja
DPMD/N Tahun 2019-2020 dan pencapaian kinerja Renstra DPMD/N, maka
rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari sampai dengan Tahun 2020 dapat disajikan

sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

. ]
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan
Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2020
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Perkiraan Realisasi

Realisasi |Target dan Realisasi.Kinerja Target Capaian Target
Target Target Program dan Kegiatan program | Renstra OPD s/d
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
. Indikator Kinerja Hasil kegiatan 5 5
Urusan/Bidang Urusan A ; Realisasi .
Kode EErEr e [SEErE BEn Kinerja Program Program | Program Target | Realisasi Renja Copaian Tingkat
Proaram/Keaiatan (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan g Ren: ) OPD p Capaian
9 9 (output) SKPD | Keluaran | Renia enja | Tingkat | (gnyn | Program |o oiisasi
Tahun Kegiatan OPD OPD |Realisasi| pariglan dan Target
Tahun Tahun (%) Kegiatan arge
g
2021 |s/d dengan 5019 (Tahun Renstra
tahun 2018| 2019 2020) |S/d Tahun (%)
2020
_ 10=(5 _
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 17+9) 11=(10/4)
X |xx|o1| [Frogram Pelayanan Tingkat Pelayanan 100% 26% 19% | 19% | 100% | 16,38 %
Administrasi Perkantoran |[Administrasi Perkantoran
X |xx|01|01 Eqi%i‘:;a” Jasa surat Jumlah dokumen dan surat | 60bulan | 24 bulan |12 bulan |12 bulan| 100% |12 bulan | 48 Bulan | 80%
Penyediaan jasa Jumlah Pembayaran 100%
X | Xx |01 |02 |komunikasi, sumber daya air|rekening telepon ,listrik ,air 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan 80%
dan listrik dan internet
Penyediaan Jasa Peralatan |Jumlah kelengkapan 100% o
X | Xx|01|03 dan Perlengkapan Kantor  |komputer yang diadakan 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan 80%
Penvediaan iasa Jumlah OB yang dibayar 100%
X | Xx|01|07 ye ') honornya dan jumlah hari 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan 80%
administrasi keuangan ; )
kerja THL yang dibayarkan
X , X i X 5
X |xx|01 |og [Peryediaan jasa perbakan |Rataraa servis peralalan | g0 pyjan | 24 bulan |12 bulan|12 buan| %% | 12 buian | 48 Bulan | 80%
X | Xx |01 |10 |Penyediaan alat tulis kantor |Jumlah ATK yang diadakan 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan| 100% | 12 bulan | 48 Bulan 80%
Penvediaan barana cetakan Jumlah Jenis Barang yang 100%
X |xx |0 |11 | =R EOT Ao o dicetak,Jumlah Lembar 60 bulan | 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan | 80%
pengg penggandaan
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Perkiraan Realisasi

Realisasi |Target dan Realisasi_Kinerja Target Capaian Target
Target Target Program dan Kegiatan program | Renstra OPD s/d
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan —
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program o Renja | Realisasi Tingkat
i (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Target Rgal@ay , opp | Capaian Capaian
9 9 (output) SKPD | Keluaran | Renia enja | Tingkat | tanyn | Program g lisasi
Tahun | Kegiatan | OPD OPD | Realisasi| qrigian dan T
. . arget
Tahun Tahun (%) Kegiatan
2021 s/d dengan 2019 (Tahun Renstra
tahun 2018 2019 2020) |S/d Tahun| "=
2020
- 10=(5 -
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 17+49) 11=(10/4)
Penyediaan komponen Jumilah alat listrik van 100%
X | Xx|01 |12 |instalasi listrik/penerangan diadakan yang 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan 80%
bangunan kantor
Penvediaanperalatan dan Jumlah peralatan dan 100%
X | Xx|01(13 erlgn ka apn kantor perlengkapan kantor yang 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan 80%
periengkap diadakan
i 100%
X |xx|01|14 Penyediaan peralatan Jumiah perala’;an r_umah 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan 80%
rumah tangga tangga yang disediakan
1 isti isti 0,
X [ xx 01| 16| enyediaan bahan logistik j;nmg']adhi oanan logistik kantor | 60 bulan | 24 bulan |12 bulan (12 bulan| "% | 12 bulan | 48 Bulan | 80%
Penvediaan makanan dan Jumlah porsi makan minum 100%
X | Xx|01|17 mina/man rapat dan tamu yang 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan 80%
disediakan
Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah OH yang mengikuti 100%
X |xx|01{18 kor?sultaspi ke luar daerah rapat koordinasi dan 60 bulan 24 bulan |12 bulan |12 bulan 12 bulan | 48 Bulan 80%
konsultasi
Program peningkatan Tingkat Ketersedian Sarana
X |xx |02 sarana dan prasarana
dan Prasarana Aparatur
aparatur
9 unit kend keiclljrr]gda
% Ixx o2 105 P_engadaan k_endaraan Jumlah kendaraan _roda dua rod_a 2 &2 |2 unit kend 4 dan 4 0 0 0 5 18 %
dinas/operasional dan Roda 4 yang diadakan unit kend roda 2 unit kend
roda 4
roda 2
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Perkiraan Realisasi

Realisasi |Target dan Realisasi_Kinerja Target Capaian Target
Target Target Program dan Kegiatan program | Renstra OPD s/d
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan —
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program o Renja | Realisasi Tingkat
i (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Target Rgal@ay , opp | Capaian Capaian
9 9 (output) SKPD | Keluaran | Renia enja | Tingkat | tanyn | Program g lisasi
; OPD OPD |Realisasi - dan
Tahun Kegiatan berjalan € Target
Tahun | Tahun (%) Kegiatan
2021 |s/d dengan 2019 (Tahun Renstra
tahun 2018 2019 2020) S’dzggg“” (%)
- 10=(5 -
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 17+49) 11=(10/4)
Pengadaan perlengkapan Jumiah Paket )
X {xx | 02107 | 2 or Pertelengkapan Gedung 32 paket 3 Pkt 2Pkt | 67% | 4 paket 7 31,25%
9 9 Kantor yang diadakan
Jumlah Laptop
X | xx | 02 | 0g [PéNgadaan peralatan UPS,Fotocopy mini Jlayar | »e o ouet | 7 paket | 2paket | 2pkt | 100% | 4 paket 13 50%
gedung kantor dan meja dan kursi rapat
yang diadakan
X | xx |02 |10 |Pengadaan mebeleur j?an;;akha?eubeleur yang 14 paket 1 paket 1 paket | 1 paket | 100% 3 paket 5 35,71
% |xx | 02 | 22 |[Pe€meliharaan rutin/berkala - Jumlah pekerjaan 3 paket _ i 3 Paket 3 100%
gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kali servis kendaraan
X | xx |02 |24 |kendaraan 263 kgt 36 kgt 8 kgt 8 Kgt 100% 60 Kgt 104 39,54 %
) . roda 4 dan roda 2
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala |[Jumlah pekerjaan
X | xx |02 | 26 |perlengkapan gedung Pemeliharaan Perlengkapan 50 kgt 10 kgt 10 kgt 10 Kgt | 100% 10 Kgt 30 60%
kantor Rutin/berkala Gedung Kantor
% | xx [ 02 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pekerjaan 2 paket 0 0 0 1 Paket 1 50%
Meubeleur Pemeliharaan mebeleur
Rehabilitasi Berat/Sedang |Jumlah Pekerjaan rehab o
Gedung Kantor berat/sedang gedung kantor 3 paket 0 1 paket 0 1 Paket 1 33,33%
X |xx|03| |Program peningkatan Tingkat disiplin aparatur
disiplin aparatur
Pengadaan mesin/kartu Jumlah mesin/kartu absensi .
. : 1 unit - - 0
absensi yang diadakan
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Perkiraan Realisasi

Realisasi |Target dan Real|sa5|_K|nerJa Target Capaian Target
Target Target Program dan Kegiatan program
! HI* Renstra OPD s/d
Capalal’l K|nerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan —
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program L Renja | Realisasi Tingkat
i (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Target Rgal@ay , opp | Capaian Capaian
E < (output) SKPD | Keluaran | Renia OeIQIJDa Tingkat | apyn | Program | p o iisasi
Tahun Kegiatan | _©OPP el Rea(!/'sas' berjalan dan Target
2021 |s/d dengan| T@hun 2&101u9n ) (Tahun | Kegiatan | o cira
tahun 2018 2019 2020) |S/d Tahun| "=
2020
- 10=(5 -
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 +7+9) 11=(10/4)
% Ixx l03 102 Pengadaan pakaian dinas Jumlah_ stel pakaian dinas 41 stel i 40 stel | 40 stel 0 40 Stel 99%
beserta perlengkapannya |yang diadakan
04 |Pengadaaan Pakaian Kopri Jumlah pakaian KORPRI 35 stel - - 0 0 0
yang diadakan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah ngaign Khusus
X | xx 03|05 hari-hari tertentu untuk hari-hari tertentu yang 106 stel - - 0 0 0
diadakan
Program peningkatan Jumlah Pakaian khusus
X [xx |05 kapasitas sumber daya untuk hari-hari tertentu
aparatur yang diadakan
Pendidikan dan Pelatihan  |Jumlah ASN yang mengikuti 0
X | xx|05]01 Formal Diklat 12 orang 3 orang - 0 3 Orang 25%
0 Sosialisasi peraturan Jun‘_nla_h A_SN yang mengikuti 32 orang i i i
perundang-undangan sosialisasi
0 Bimtek Peraturan nglah ASN yang mengikuti 46 orang i i i i i
Perundang-undangan Bimtek
Program peningkatan
% Ixx |06 pengembangan sistem Tingkat perkembangan
pelaporan capaian kinerja |sistem pelaporan
dan keuangan
Jumlah dokumen LKJIP
Penyusunan laporan ,SPIP,LKPJ,SPBE,Penetapa 55 11 10 9 7 27
X | xx |06 | 01 |capaian kinerja dan ikhtisar |n kinerja Bapelitbang 49 %
C dokumen | dokumen |dokumen |[dokumen dokumen | Dokumen
realisasi kinerja SKPD ,Laporan bulanan ,laporan
adm
06 | 02 |[Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan |5 dokumen |1 dokumen 1 1 100 2 4 Dokumen| 83.33 %

e —
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Perkiraan Realisasi

Realisasi |Target dan Realisasi Kinerja| Target ;
. Capaian Target
Targ_et Tgrggt Program dan Kegiatan program Renstra OPD s/d
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan —
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program L Renja | Realisasi Tingkat
- Keaiat (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Target |Realisasi| OPD Capaian Capaian
rogram/aegiatan (output) SKPD | Keluaran | Renja | Renja | Tingkat | (apyn | Program oo . oo
Tahun Kegiatan | _©OPP OPD |Realisasi| parjglan dan Target
2021 s/d dengan Tahun | Tahun (%) (Tahun Kegiatan Renstra
201
tahun 2018| 2019 019 2020) |/ Tabun | o)
2 3 4 5 6 7 |s=e)| 9 132&5) 11=(10/4)
Keuangan Semester Semesteran dokumen [dokumen dokumen
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 1 1 1 o
06104 Keuangan Akhir Tahun akhir tahun 5 dokumen | 1 dokumen dokumen [dokumen 100 dokumen 3 Dokumen|  60%
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP
SKPD
1 URUSAN WAJIB
. Persentase Pelaksanaan
Program Peningkatan . )
Kegiatan Peningkatan
15 Keberdayaan Masyarakat
keberdayaan masyarakat
Perdesaan
pedesaan
Jumlah pembinaan dan
emberdayaan kader
Pemberdayaan Lembaga b .
X | xx|15|01 |dan Organisasi Masyarakat posli/ andu, Pergbﬁrlan K 549 d 549 d 549 d 249 d 0 0 60%
Pedesaan Makanan Tambahan Anaka | posyandu | posyandu |posyandu |posyandu
Sekolah(PMTAS) dan
Fasilitasi KKN
Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan 0
X |xx|15102 Tenaga Teknis dan Tenaga Teknis dan 1 kgt 1 kgt 1 kgt 1 kgt 0 0 100%
Masyarakat Masyarakat
Penyelenggaraan
X | xx | 15|03 |Desiminasi Informasi bagi i]éjrrgléz?:uiosyantek yang osSeZntek os E«':mtek os Zlntek 0 5 13,51%
Masyarakat Desa posy posy posy
Pemberdayaan Tekonologi |Jumlah Gelar TTG yang B 0 i
Tepat Guna diikuti 3 kat 3 kat 3 kat 100% 0
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
(DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 28




Perkiraan Realisasi

Realisasi |Target dan Realisasi Kinerja| Target )
. Capaian Target
Targ.et T'arg(:';t Program dan Keglatan program Renstra OPD s/d
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan - -
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program L Renja | Realisasi Tingkat
= et (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Ve IReeleasl| OPD | Sapaian | o oian
rogram/kegiatan (output) SKPD Keluaran | Renja | Renja | Tingkat | (anyn | Program o S oo
Tahun | Kegiatan | _©OPP OPD |Realisasi| parjglan dan Target
2021 s/d dengan Tahun Tahun (%) (Tahun Kegiatan Renstra
201
tahun 2018| 2019 019 2020) |/ Tabun | o)
1 2 3 4 5 6 7 | s=e) | 9 132&5) 11=(10/4)
Pemberdayaan Lembaga Jumlt?h Pemberdayaakn
Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan
X | xx|15|05 . dan Pengembangan 79 LPM 49 LPM 0 49 LPM 62 %
Pengembangan Kehidupan . .
h Kehidupan Sosial Budaya
Sosial Budaya Masyarakat
Masyarakat.
Jumlah Pembinaan
Pembinaan PKK Kelompok PKK se-Kab. Lima | 93 kipk 93 kipk 93 kipk | 50 klpk 93 kipk 93 Klpk 100%
Puluh Kota
terfasilitasi untuk pemekaran 133 % - 20% 20%- 20% 40% 30%
Pengembangan dan nagari
Penghapusan Batas Nagatri g
Monitoring Evaluasi dan Persentase Nagari yang
Pelaporan Penyelenggaraan |termonitoring dan terevaluasi o i 0 0
Pembentukan Pemekaran |dalam rangka pemekaran 127 % 20% 43%
pengembangan Nagari dan penetapan batas nagari
Jumlah pembinaan lembaga
. adat dan bertambahnya
X |xx|15]15 Temu W|qara Lembaga Adat wawasan anggota lembaga 5 kgt 1 kgt 1 kgt - - 1 kgt 2 Kgt 40%
se-Kab. Lima Puluh Kota )
adat se-kab. Lima Puluh Kota
(Lembaga Adat Aktif)
Pemberdayaan Usaha
Masyarakat dalam ~
X |xx 115116 Peningkatan Peran i 93 kip i i i i i )
Perempuan
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Perkiraan Realisasi

Realisasi |Target dan Real|sa5|_K|nerJa Target Capaian Target
Target Target Program dan Kegiatan program
! HI* Renstra OPD s/d
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan —
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program o Renja | Realisasi Tingkat
Proaram/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Target Rgahsgy , opp | Capaian Capaian
9 9 (output) SKPD Keluaran | Renja OeIQIJDa Tingkat | gpyn | Program | o o icasi
Tahun | Kegiatan | _©OPP Reag'sas' berjalan dan Target
2021 s/d denaan Tahun Tahun (%) (Tahun Kegiatan
98| 2019 | 2019 s/d Tahun | ReNstra
tahun 2018 2020) (%)
2020
_ 10=(5 -
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 17+49) 11=(10/4)
Program Pengembangan
16 Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Pelatihan Ketrampilan ‘ilért?:‘mh I?Iglr?tll\r}laar;\e'emen
X |xx|16 |02 |Manejemen Badan Usaha  |o° 0 Bsaha Mi”kJDesa 95% 45% 80% 70% | 87,50% | 0% 115 | 24.21 %
Milik Desa (Bumdes)
(Bumdes)
Fasilitasi Permodalan Bagi |Jumlah Fasilitasi Permodalan
X | xx |16 |05 |Usaha Kecil dan Menengah |Bagi Usaha Kecil Menengah 62 kipk 62 kipk 62 klpk 0- 0% 0 62 Klpk 100%
di Pedesaan di Pedesaan
S : Jumlah Fasilitasi Kemitraan
Fasilitasi Kemitraan Swasta .
dan Usaha Mikro Kecil dan SW"’!Sta dan Usaha M|I§ro
X | xx |16 |06 : Kecil dan Menengah di 15 kgt 3 kgt - 0 0 20%
Menengah di Pedesaan
(Gelar TTG Nasional) Ped_esaan (Gelar TTG
’ Nasional).
Jumlah Rakor P3MDyang
% Ixx 116107 Monitoring, Evaluasi dan dilaksanakan dan 6 kgt 2 kgt 2 Kgt 100% 2 kgt 4 Kgt 66.66%
Pelaporan terlaksananya monev
kegiatan P3MD di Nagari
Jumlah Lembaga Ekonomi | 415 o | 109 kipk | 109 Kipk
yang dimonitoring
Perlombaan Desa dan Jumlah Perlombaan Desa ) ) ] )
X | xx |16 115 Kelurahan dan Kelurahan 79 nagari | 46 nagari |70 nagari|71 nagari| 101 % 0 116 146%
Program Peningkatan
17 Partisipasi masyarakat
dalam Membangun Desa
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Perkiraan Realisasi

Realisasi |Target dan Realisasi Kinerja| Target )
. Capaian Target
Target Target Program dan Kegiatan program Renpstra OPDgs/d
Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan —
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program L Renja | Realisasi Tingkat
- Keaiat (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Target |Realisasi| OPD Capaian Capaian
rogram/aegiatan (output) SKPD | Keluaran | Renja | Renja | Tingkat | (apyn | Program oo . oo
Tahun Kegiatan | _©OPP OPD |Realisasi| parjglan dan Target
2021 s/d dengan Tahun | Tahun (%) (Tahun Kegiatan Renstra
201
tahun 2018| 2019 019 2020) |/ Tabun | o)
1 2 3 4 5 6 7 | s=e) | 9 132&5) 11=(10/4)
Jumlah Pembinaaan
Pembinaaan kelompok Kﬂeéon]n;;;?]k magéi?kat
X |Xx| 17|01 |Masyarakat Pembangunan Jumlah Ngagari yang akan 80 nagari | 79 nagari |80 nagari|2nagari| 2,5% |79 nagari| 81 Nagari | 101 %
Desa melaksanakan TMMN dan
BBGRM
Pelaksanaan Musyawarah Persenatse nagari yang
X | Xx|17]02 Pembanaunan De)éa Menetapkan RKP Tepat 100% 30% 50% 3.8% % 75% 75 % 75%-
9 Waktu
% |xx|17103 Pemberian Stimulan Persentase pembinaan serta 100% 20% i i i 20% 20%- 40%-
Pembangunan Desa pemantauan Dana Desa
Persentase pelaksanaan
x |Xx|17| 04 |Monitoring dan Evaluasi | Tonitoring dan evaluasi 100% 20% 45% 50% 50% 70%
program pemberdayaan
masyarakat
Persentase nagari dengan
Pemantapan Data Profil dan status berkembang dan maju
X | Xx|17|05 p : Persentase nagari dengan 100% 58% 91% 89.97% 94% 94% 94%
Monografi Nagari
status swakarya dan
swasembada
Pembinaan Kelompok Jumlah pembinaan serta
Pengelola Prasarana penilaian kepada BP- o
X | Xx|17|06 Fasilitas Umum (KPP- SPAMS dan monev 114 klp 103 klpk | 106 kipk 108 klpk 108 100%
FASUM) kelembagaan KPP-FASUM
18 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Rdeal|sKaS|_K|nerJa Target Capaian Target
Targ_et Tgrggt rogram dan Kegiatan program Renstra OPD s/d
Capalal’l K|nerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan —
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program L Renja | Realisasi Tingkat
i (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Target Rgal@ay , opp | Capaian Capaian
9 9 (output) SKPD | Keluaran | Renia enja | Tingkat | tanyn | Program g lisasi
; OPD OPD |Realisasi - dan
Tahun Kegiatan 0 berjalan € Target
2021 |s/d dengan| T@hun | Tahun | (%) | 5, | Kegiatan
98| 2019 | 2019 o\ |s/d Tahun | RENStra
tahun 2018 2020) |S/0_1anun g
2020
- 10=(5 -
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 +7+9) 11=(10/4)
Pemerintahan Desa
ggﬁg?i%?aﬁgﬁrgtgsra dalam Jumiah peserta Bimtek
X | Xx|18|01 Bidang Pembanqunan pengelola kawasan 120 orang - 30 orang - - 30 orang | 60 Orang 50%
9 9 pedesaan
Kawasan Pedesaan
Pelat|h_an Aparatur Jumlah aparatur
Pemerintahan Desa dalam emerintahan desa van 184
X | Xx| 18|02 |Bidang Manajemen peme yang 723 orang | 79 orang |184 orang 100% |184 orang|447 Orang 61%
terlatih dalam pengelolaan orang
Pengelolaan Keuangan K .
euangan nagari
Desa
Pelatihan Aparatur Jumlar_\ Aparatur .
Pemerintahan Desa dalam Pemerintahan Nagari yang
X [Xx[18|03|,. , mengikuti BiImtek di Bidang 100% 395 kipk 18% 158 orang 0
Bidang Manajemen . ; 0
. Manajemen Pemerintahan
Pemerintahan Desa
Desa
Rapat koordinasi dan rapat Persentase tingkat kehadiran
X | Xx|18|04 P . . P Wali Nagari dan Sekretaris 100% 100% 100% 100% 0
kerja wali nagari N .
agari
Persentase Bamus Nagari
yang telah dimonitoring dan
% Ixx |18 109 Monitoring , Evaluasi dan dievaluasi dalam rangka 100% 8% 13% 330
Pelaporan penataan kelembagaan
Bamus Nagari dan
terlaksananya Pilwanag
Program Peningkatan
19 ;
Peran Perempuan di
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- L Perkiraan Realisasi
Realisasi |Target dan Realisasi Kinerja| Target )
. Capaian Target
Target Target Program dan Kegiatan program | Renstra OPD s/d
Capaian | Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidana Urusan Indikator Kinerja Hasil kegiatan —
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program o Renja | Realisasi Tingkat
Proaram/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Target Rgal@ay , opp | Capaian Capaian
9 9 (output) SKPD Keluaran | Renja enja | Tingkat | (ghyn | Program | icaei
; OPD OPD |Realisasi - dan
Tahun Kegiatan berjalan € Target
Tahun Tahun (%) Kegiatan
2021 s/d dengan 2019 (Tahun Renstra
tahun 2018 2019 2020) |S/d Tahun| "=
2020
1 2 3 4 5 6 7 |s=e)| 9 132&5) 11=(10/4)
Pedesaan Membangun
Desa
: Jumlah evaluasi rancangan
Evaluasi Rancangan eraturan nagari tentan
X | Xx|19 |01 |Peraturan Desa Tentang b a9 9 79 nagari | 79 nagari |79 nagari 79 nagari | 79 Nagari 100%
APB Nagari tepat waktu di
APB Desa
Kecamatan
Peningkatan Keterampilan |Jumlah Peningkatan i i i i i i i )
X |Xx| 19102 Wanita Keterampilan Wanita
Jumlah pedoman dan
Penyusunan Pedoman regulasi nagari dalam bentuk
X | Xx]19 |03 |Pengelolaan Keuangan 9 9 . 78 buah 7 buah 7 buah 7 100% | 7 buah 21 26,92%
D Peraturan Bupati dan
esa .
Keputusan Bupati
Evaluasi Rancangan .
Peraturan Desa Tentan Jumlah evaluasi rancangan
X | Xx|19 |04 : g peraturan Nagari tentang 79 nagari | 7 nagari |79 nagari|73 nagari 79 nagari 79 100%
Pertanggungjawaban LKPJ Nagari tepat waktu
Pelaksanaan APB Desa 9 P
Jumlah Nagari yang
. mengikuti Bimtek
X | Xx|19|05 Bimtek pengelolaan aset pengelolaan aset dan 79 nagari | 79 nagari |79 nagari|79 nagari| 100% |79 nagari | 79 nagari 100%
dan kekayaan Nagari . .
kekayaan nagari berbasis
aplikasi
24 Program Penataan
Peraturan Perundangan
Fasilitasi penyusunan Persentase peningkatan
24101 |produk hukum nagari skala |jumlah produk hukum yang 100% 15% 30% 0 15%
kabupaten dan nagari dilahirkan oleh nagari (wajib
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- L Perkiraan Realisasi
Realisasi |Target dan Realisasi Kinerja| Target Capaian Target
Target Target Program dan Kegiatan program Renpstra OPDgs/d
Capaian | Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Indikatar Kinerja Hasil kegiatan ——
Kode Pemerintahan Dgaerah Dan Kinerja Program Program | Program L Renja | Realisasi Tingkat
. (outcomes)/ Kegiatan Renstra dan Ve IReeleasl| OPD | Sapaian | o oian
Program/Kegiatan (output) SKPD | Keluaran | Renja | Renja | Tingkat | (apyn | Program oo . oo
Tahun Kegiatan | _OPD OPD | Realisasi| oriq|an dan Target
2021 s/d dengan Tahun | Tahun (%) (Tahun Kegiatan Renstra
1 2 3 4 5 6 7 |s=e)| 9 13:&5) 11=(10/4)
‘ | ‘ dan di luar yang wajib)

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

(DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila diisesuaikan
dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
dan Peraturan Perundang-undangan diatas, maka indikator kinerja pelayanan
tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Nagari, dengan fungsi antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari .

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .

c. Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup
Kabupaten.

d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

e. Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan
Nagari dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.

f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Nagari.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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Tabel 2.2

Pencapaian Indikator Utama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

Realisasi _
Target Renstra OPD ) Proyeksi
) Capaian Catatan
No. Sasaran Indikator o
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Analisis
2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2022
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) 9) (10) (11) (12)
1. Meningkatnya Kualitas Tata Jumlah Nagari yang
Kelola Pemerintahan Nagari | Berstatus Berkembang dan 70 72 74 75 72 75
Maju
Persentase Nagari yang
Menetapkan RKP Tepat 30% 50% 75% 100% 50% 100%
Waktu
2. Meningkatnya Keberdayaan Pe_:rsentase_ Badan U§aha 75% 80% 90% 95% 80% 95%
Masyarakat Milik Nagari yang Aktif
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DPMD/N terdiri atas dua (2)
sasaran yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari dan
meningkatnya keberdayaan masyarakat. Meningkatnya tata kelola
pemerintahan nagari mempunyai dua (2) indikator yaitu: jumlah nagari yang
berstatus berkembang dan maju, serta persentase nagari yang menetapkan
RKP tepat waktu. Sedangkan meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan
indikator persentase badan usaha milik nagari yang aktif. Pada Tahun 2019,
Kepala DPMD/N telah mencapai target IKU yang ditetapkan dalam Renstra
Perangkat Daerah 2016-2021. Sebanyak 50% ...

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N

Dengan adanya Program Kegiatan yang telah dilaksanakan DPMD/N

maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintahan Kabupaten

Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat
secara bertahap.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun baik dari kegiatan
gotong royong maupun berupa bantuan fisik/ material sehingga swadaya
masyarakat lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya.

Tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
dalam meningkatkan akses sumber daya baik secara fisik maupun non
fisik.

Meningkatnya sumber daya pemangku adat di nagari dan pengetahuan
kader terhadap Posyandu.

Terpenuhinya fasilitasi untuk kelancaran aktifitas perekonomian di nagari.

Namun dalam penyelenggaran tugas dan fungsi ini, masih ditemui

permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Masih belum memadai.
Sarana dan Prasarana belum memadai.

Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan Kelembagaan di
Pemerintahan Nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang
ada.
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Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai
dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan,
diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan
pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya
dari OPD, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang
bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau
diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh
personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.

3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada DPMN hendaknya

didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan
dan peningkatan pelayanan DPMD/N, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap
permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan koordinasi di
tingkat Kecamatan dan Nagari.

2. Adanyalterselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat
dalam memberikan dan mencarikan solusi-solusi dari permasalahan yang
ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi
vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Kabupaten Kabupaten Lima
Puluh Kota, Kecamatan maupun di Nagari-nagari.

3. Motor penggerak program/kegiatan Kecamatan dan Nagari-nagari di
kabupaten dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan
yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.

Dana yang tersedia.

Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi DPMD/N dirumuskan
sebagai berikut :
1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi

dan sosialnya.
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2. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program
nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam
Pembangunan Nagari.

4. Belum Optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan
kelembagaan sosial dan Ekonomi di nagari-nagari.

5. Belum Optimal penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial
ekonomi nagari,

6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan

lainnya yang ada di nagatri.

7. Belum berkembanganya sistem hukum dan perundang-undangan di nagari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD
adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja DPMD/N dengan
berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena
pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian
target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah
dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada Akhirnya, Renja OPD juga
akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah
ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja DPMD/N terlihat bahwa tidak
ada penambahan maupun pengurangan program dan kegiatan. Hasil telaahan
terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan
Renja DPMD/N disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
(DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -39



Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target Pagu Target Kebutuhan | =aatan
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria ca %\ian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | > gaian Dana Penting
J P (Rp.000) P (Rp.000)
@) 2 3 4 ®) (6) ) 8 ©) (10) (11) 12)
PROGRAM DAN PROGRAM DAN .
| KEGIATAN PADA KEGIATAN PADA Rutin
SETIAP SKPD 1.935.000 SETIAP SKPD 1.935.000 OPD
Program . .
1.1 Pelayanan -IELTngw(?;ran Program Pelayanan -Ik-:arllgrll(s;ran Rutin
’ Administrasi administrasi 95% 1.480.765 | Administrasi administrasi 95% 1.480.765 OPD
Perkantoran Perkantoran
perkantoran perkantoran
Penyediaan jasa Jumiah Penyediaan jasa Jumlah dokumen Rutin
1. DPMD/N dokumen dan 12 bulan | 10.000 DPMD/N 12 bulan 10.000
surat menyurat surat surat menyurat dan surat OPD
Jumlah Jumlah
Penyediaan jasa Pembayaran Penyediaan jasa Pembayaran Rutin
2. komunikasi, sumber | DPMD/N rekening 12 bulan | 34.665 komunikasi, sumber DPMD/N rekening telepon | 12 bulan 34.665
. o _ . - PRI OPD
daya air dan listrik telepon ,listrik daya air dan listrik Jlistrik ,air dan
,air dan internet internet
Penyediaan jasa Jumlah Penyediaan jasa Jumiah
peralatan dan kelengkapan pemeliharaan dan kelengkapan Rutin
3. DPMD/N 12 bulan | 280.000 o DPMD/N komputer yang 12 bulan 280.000
perlengkapan komputer yang perizinan kendaraan : OPD
) ) . diadakan
kantor diadakan dinas/operasional :
operasional
Jumlah_ OB Jumlah OB yang
. . yang dibayar . . :
Penyediaan jasa honornva dan Penyediaan jasa dibayar honornya Rutin
4. administrasi DPMD/N ‘umlah )r/mri 12 bulan | 400.000 administrasi DPMD/N dan jumlah hari 12 bulan 400.000 OPD
keuangan jum keuangan kerja THL yang
kerja THL yang ;
i dibayarkan
dibayarkan
5. Penye_dlaan jasa DPMDI/N Rata-rata servis 12 bulan | 10.000 Penye_dlaan jasa DPMD/N Rata-rata servis 12 bulan 10.000 Rutin
perbaikan peralatan peralatan perbaikan peralatan peralatan kantor OPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target el Target Kebutuhan | Catetan
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria ca %\ian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | > gaian Dana Penting
J P (Rp.000) P (Rp.000)
1) 2 3 4 ®) (6) () (8) ) (10) 11) 12)
kerja kantor kerja
6. Pe_nyedlaan alat DPMD/N Jumlah_ ATK 12 bulan | 85.000 Penyediaan alat tulis DPMD/N Jumlah ATK 12 bulan 85.000 Rutin
tulis kantor yang diadakan kantor yang diadakan OPD
Jumlah Jenis Jumlah Jenis
Penyediaan barang Barang yang Penyediaan barang Barang yang Rutin
7. cetakan dan DPMD/N dicetak,Jumlah | 12 bulan | 75.000 cetakan dan DPMD/N dicetak,Jumlah 12 bulan 75.000 OPD
penggandaan Lembar penggandaan Lembar
penggandaan penggandaan
Penyediaan Jumlah alat Penyediaan
komponen instalasi L komponen instalasi Jumlah alat listrik Rutin
8. listrik/penerangan DPMD/N I|§tr|k yang 12 bulan | 8.000 listrik/penerangan DPMD/N yang diadakan 12 bulan 8.000 OPD
diadakan
bangunan kantor bangunan kantor
Penyediaan Jumllah _ | Jumlah peralatan
eralatan dan peralatan dan Penyediaan peralatan dan Rutin
9. p DPMD/N perlengkapan 12 bulan | 30.000 dan perlengkapan DPMD/N perlengkapan 12 bulan 30.000
perlengkapan K K K OPD
kantor antor yang antor antor yang
diadakan diadakan
Jumlah
Penyediaan Peralatan Penvediaan peralatan Jumlah Peralatan Rutin
10 peralatan rumah DPMD/N rumah tangga 12 bulan | 3.600 y P DPMD/N rumah tangga 12 bulan 3.600
rumah tangga 2 OPD
tangga yang yang disediakan
disediakan
Penyediaan bahan Jumiah bahan Penyediaan bahan Jumlah bahan Rutin
11 Y€ DPMD/N logistik kantor 12 bulan | 12.000 1Y€ DPMD/N logistik kantor 12 bulan 12.000
logistik kantor : logistik kantor . OPD
yang diadakan yang diadakan
Jumlah porsi .
. ) Jumlah porsi
Penyediaan makan minum Penyediaan makanan makan minum Rutin
12. | makanan dan DPMD/N rapat dan tamu | 12 bulan | 120.000 ye DPMD/N 12 bulan 120.000
; dan minuman rapat dan tamu OPD
minuman yang yang disediakan
disediakan
Jumlah OH
E(?r%?rggp;;n yang mengikuti Rapat-rapat kordinasi ﬁggﬂuﬂaﬁ;g Rutin
13 . DPMD/N rapat 12 Bulan | 412.500 dan konsultasi ke luar | DPMD/N S 12 Bulan 412.500
konsultasi ke luar L koordinasi dan OPD
koordinasi dan daerah .
daerah ; konsultasi
konsultasi
1.2 Program DPMD/N Tingkat 88% 1.476.000 | Program DPMD/N Tingkat 88% 1.476.000
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target el Target EBULIEr gata;an
No | Program/ Kegiatan Lokasi iata e indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja et Dana Uity
(Rp.000) (Rp.000)
1) 2 3 4 ®) (6) () (8) ) (10) 11) 12)
peningkatan ketersediaan peningkatan sarana ketersediaan
sarana dan sarana dan dan prasarana sarana dan
prasarana prasarana aparatur prasarana
aparatur perkantoran perkantoran
1. Pengadaan DPMD/N Jumlah 4 unit 450.000 Pengadaan DPMD/N Jumlah 4 unit 450.000
kendaraan kendaraan roda kendaraan kendaraan roda Rutin
dinas/operasional dua dan Roda dinas/operasional dua dan Roda 4
) OPD
4 yang yang diadakan
diadakan
2. Pengadaan DPMD/N Jumlah Paket 10 paket | 450.000 Pengadaan DPMD/N Jumlah Paket 10 paket 450.000
perlengkapan Pertelengkapan perlengkapan gedung Pertelengkapan Rutin
gedung kantor Gedung Kantor kantor Gedung Kantor
h ; OPD
yang diadakan yang diadakan
or
3. Pengadaan DPMD/N Jumlah Laptop | 6 paket 76.000 Pengadaan peralatan | DPMD/N Jumlah Laptop 6 paket 76.000
peralatan gedung ,UPS,Fotocopy gedung kantor ,UPS,Fotocopy
kantor mini ,layar dan mini ,layar dan Rutin
meja dan kursi meja dan kursi OPD
rapat yang rapat yang
diadakan diadakan
4. Pengadaan DPMD/N Jumlah 4 paket 49.600 Pengadaan mebeleur | — Jumlah 4 paket 49.600 Rutin
mebeleur meubeleur meubeleur yang OPD
yang diadakan diadakan
5. Pemeliharaan DPMD/N Jumlah kali 12 bulan | 280.000 Pemeliharaan DPMD/N Jumlah kali 12 bulan 280.000
rutin/berkala servis rutin/berkala servis kendaraan Rutin
kendaraan kendaraan roda kendaraan roda 4 dan roda OPD
dinas/operasional 4 dan roda 2 dinas/operasional 2
6. Pemeliharaan DPMD/N Jumlah 12 bulan | 30.000 Pemeliharaan DPMD/N Jumlah 12 bulan 30.000
rutin/berkala pekerjaan rutin/berkala pekerjaan Ruti
; X utin
perlengkapan Pemeliharaan perlengkapan gedung Pemeliharaan OPD
gedung kantor Perlengkapan kantor Perlengkapan
gedung kantor gedung kantor
7. Pemeliharaan Jumlah 1 paket 95.000 Pemeliharaan Jumlah 1 paket 95.000
rutin/berkala pekerjaan rutin/berkala gedung pekerjaan Rutin
gedung kantor Pemeliharaan kantor Pemeliharaan OPD
gedung kantor gedung kantor
8. Pemeliharaan DPMD/N Jumlah 12 bulan | 7.000 Pemeliharaan DPMD/N Jumlah 12 bulan 7.000 Rutin
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target el Target EBULIEr gata;an
No | Program/ Kegiatan Lokasi iata e indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja et Dana Uity
(Rp.000) (Rp.000)

@) ) 3 4 ®) (6) ) 8 ©) (10) (11) 12)
rutin/berkala Pekerjaan rutin/berkala mobileur Pekerjaan OPD
mobileur Pemeliharaan Pemeliharaan

mebeleur mebeleur
9. Rehabilitasi DPMD/N Jumlah 1 paket 250.000 Rehabilitasi DPMD/N Jumlah 1 paket 250.000
Sedang/Berat Pekerjaan Sedang/Berat Pekerjaan rehab Rutin
Gedung Kantor rehab Gedung Kantor berat/sedang
OPD
berat/sedang gedung kantor
gedung kantor

1.3 Program Meningkatnya | 35% 87.634 Program Program 35% 87.634
Peningkatan Disiplin Peningkatan Peningkatan
Disiplin Aparatur Aparatur Disiplin Aparatur Disiplin Ruti

utin
Dalam Aparatur OPD
Pelaksanaan
Tugas
1. Pengadaan pakaian | DPMD/N Jumlah stel - 21.634 Pengadaan pakaian DPMD/N Jumlah stel - 21.634 Rutin
dinas beserta pakaian dinas dinas beserta pakaian dinas OPD
perlengkapannya yang diadakan perlengkapannya yang diadakan
2. Pengadaan pakaian | DPMD/N Jumlah 66 stel 66.000 Pengadaan pakaian Jumlah Pakaian 66 stel 66.000
khusus hari-hari Pakaian khusus khusus hari-hari khusus untuk Rutin
tertentu untuk hari-hari tertentu hari-hari tertentu
- OPD
tertentu yang yang diadakan
diadakan

1.4 Program Tingkat 67 % 100.000 Program Tingkat 67 % 100.000
peningkatan kapasitas SDM peningkatan kapasitas SDM
kapasitas sumber aparatur BPM kapasitas sumber aparatur BPM
daya aparatur daya aparatur

1. Pendidikan dan DPMD/N Jumlah ASN 4 orang 22.000 Pendidikan dan DPMD/N Jumlah ASN 4 orang 22.000 Rutin
pelatihan formal yang mengikuti pelatihan formal yang mengikuti

- . OPD
Diklat Diklat
2. Sosialisasi DPMD/N Jumlah ASN 32 orang | 32.000 32 orang 32.000
peraturan yang mengikuti Rutin
perundang- sosialisasi OPD
undangan
3. Bimbingan teknis Jumlah ASN 46 orang | 46.000 Bimbingan teknis Jumlah ASN 46 orang 46.000 Rutin
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target el Target Kebutuhan | Catetan
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria ca %ian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | > gaian Dana Penting
J P (Rp.000) b (Rp.000)

@) 2 3 4 ®) (6) ) 8 ©) (10) (11) 12)
implementasi yang mengikuti implementasi yang mengikuti OPD
peraturan Sosialisasi peraturan perundang- Sosialisasi
perundang- undangan
undangan

1.5 Tingkat
IOen egmban an sistem pen egmban an pengembangan
gistgm elagoran laporan 20 % 48.250 gistgm elagoran sistem laporan | 20 % 48.250

m pelapo capaian m pelapo capaian kinerja
capaian kinerja oo capaian kinerja dan
dan keuandan kinerja dan Kkeuanaan dan keuangan
9 keuangan 9
1. Jumlah
dokumen LKJIP Jumlah dokumen
Penvusunan , SPIP, LKPJ, LKJIP , SPIP,
Y . SPBE, Penyusunan laporan LKPJ, SPBE,
Ie_lporgn capaian Penetapan 10 capaian kinerja dan Penetapan 10 Rutin
kinerja dan ikhtisar DPMD/N o 13.000 ST NS DPMD/N S 13.000
T e kinerja dokumen ikhtisar realisasi kinerja dokumen OPD
realisasi kinerja . S i
Bapelitbang kinerja SKPD Bapelitbang ,
SKPD
,Laporan Laporan bulanan
bulanan , , Laporan adm
Laporan adm
2. Jumlah
Penyusunan Laporan 1 Penyusunan laporan Jumlah Laporan 1 Rutin
laporan keuangan DPMD/N 17.500 keuangan DPMD/N Keuangan 17.500
Keuangan dokumen dokumen OPD
semesteran semesteran Semesteran
Semesteran
3 Penyusunan Jumlah = lah L
elaporan Laporan 1 enyusunan Jumla aporan 1 Rutin
p . DPMD/N . 17.750 pelaporan keuangan DPMD/N Keuangan akhir 17.750
keuangan Akhir Keuangan akhir | dokumen . dokumen OPD
Akhir tahun tahun
tahun tahun
I. URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
1.1 Persentase Persentase
PROGRAM Pelaksanaan PROGRAM Pelaksanaan
PENINGKATAN kegiatan PENINGKATAN kegiatan
KEBERDAYAAN Peningkatan 35% 2.881.402 | KEBERDAYAAN Peningkatan 35 % 2.881.402
MASYARAKAT Keberdayaan MASYARAKAT Keberdayaan
PEDESAAN Masayarakat PEDESAAN Masayarakat
Pedesaan Pedesaan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target el Target Kebutuhan | Catetan
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria ca %\ian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | > gaian Dana Penting
J P (Rp.000) P (Rp.000)
@) 2 3 4 ®) (6) ) 8 ©) (10) (11) 12)
L Jumla_h Jumlah
pembinaan dan pembinaan dan
Kegiatan pemberdayaan 549 Kegiatan pemberdayaan 549
kader
Pemberdayaan osvandu Posyand Pemberdayaan Kab. Lima kader posyandu, | Posyandu,
Lembaga & Kab. Lima | Posyancu, u, 2713 Lembaga & ) Pemberian 2713
S Pemberian 287.812 Co Puluh 287.812 IKD
organisasi Puluh Kota Kader organisasi Makanan Kader dan
Makanan Kota )
masyarakat dan 450 masyarakat Tambahan 450 siswa
Tambahan :
pedesaan siswa SD pedesaan Anaka Sekolah SD
Anaka Sekolah
(PMTAS) dan
(PMTAS) dan Fasilitasi KKN
Fasilitasi KKN
2 Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan %)
Pendidikan dan Kab. Lima | Pelaksanaan 158 Pendidikan dan Kab. Lima | Jumlah S
Pelatihan Tenaga ) : 153.065 Pelatihan Tenaga Puluh Pelaksanaan 158 orang | 153.065 =4
. Puluh Kota | Pelatihan orang X . a
Teknis dan Teknis dan Kota Pelatihan KPMD
KPMD
Masyarakat Masyarakat
3. Penyelenggaraan JumLah Penyelenggaraan JumLah
Diseminasi Kab. Lima | Posyantek 9 09.825 Diseminasi Informasi Kab. Lima Posvantek Yan 9 99.825 IKU
Informasi bagi Pulih Kota | Yang Posyantek ' bagi Masyarakat Pulih Kota y 9 Posyantek ‘ OPD
Terbentuk
Masyarakat Desa. Terbentuk Desa.
4. Pemberdayaan . Jumlah Gelar Pemberdayaan . Priritas
Tekonologi Tepat | K80: Lima |t ang S 145000 | Tekonologi Tepat Kab. Lima | Jumlah Gelar | 50 iatan | 145.000 OPD
Pulih Kota Lo Kegiatan Pulih Kota | TTG yang diikuti
Guna diikuti Guna
> Pemberdayaan Pemberdayaan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Kab. Lima | Jumlah LPM Kemasyarakatan dan | Kab. Lima . n
dan Pengembangan | Pulih Kota | aktif 79LPM 267.000 Pengembangan Pulih Kota Jumiah LPM akiif | 79 LPM 267.000 §
Kehidupan Sosial Kehidupan Sosial =
Budaya Masyarakat Budaya Masyarakat Q
6. . Jumlah . Jumlah
Pembinaan X Pembinaan . .
Pemberdayaan Kab. Lima Pembinaan Pemberdayaan Kab. Lima | Pembinaan
- ) Kelompok PPK | 93 kipk 1.200.000 - Puluh Kelompok PPK 93 kipk 1.200.000
Kesejahteraan Puluh Kota : Kesejahteraan .
Keluarga (PKK) Se kab. Lima Keluarga (PKK) Kota Se kab. Lima
Puluh Kota Puluh Kota
7. Penyelenggaraan, Kab. Lima | Persentase 53 % 215.500 Penyelenggaraan, Kab. Lima | Persentase 53 % 215.500 Periorit
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target Pagu Target NG T gata;an
No | Program/ Kegiatan Lokasi iata e indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja et Dana Uity
(Rp.000) (Rp.000)

@) ) 3 4 ®) (6) ) 8 ©) (10) (11) 12)
Pembentukan, Pulih Kota | nagari yang Pembentukan, Pulih Kota | nagari yang as
pemekaran,pengem terfasilitasi pemekaran,pengemb terfasilitasi untuk Daerah
bangan dan untuk angan dan pemekaran
penghapusan batas pemekaran penghapusan batas nagari
nagari nagari nagari

8. o . Persentase . . Persentase
(I;/Iaonnltorlng Evaluasi nagari yang L\j/l;nnltorlng Evaluasi nagari yang
Pelaporan.Penyelen Kab. Lima tdearrr?tc:er;g?/glr:%si Pelaporan.Penyeleng Kab. Lima iz:gnvc;?ggging dan Priritas
ggaaraan,pembentu PuIiH Kota | dalam rangka 54 % 250.000 garaan,pembentukan PuIiH Kota | dalam rangka 54 % 250.000 OPD
kan , pemekaraan, K d , pemekaran, K d
pengembangan pemekaran dan pengembangan pemekaran dan
nagari penetapan nagari penetapan batas
batas nagari nagari
4. Jumlah Jumlah
Pembinaan Pembinaan
Lembaga Adat Lembaga Adat
dan dan
Temu Wicara _ Bertambahnya Temu Wicara _ Bertambahnya Priritas
Ilzemba_ga Adat se- Kat_). Lima | Wawasan 1 _ 266.200 Lembaga Adat se- Kap. Lima | Wawasan 1 kegiatan | 266.200 OPD
ab. Lima Puluh Pulih Kota | Anggota kegiatan Kab. Lima Puluh Kota Pulih Kota | Anggota
Kota Lembaga Adat ' Lembaga Adat
se Kab.Lima se Kab.Lima
Puluh Kota Puluh Kota
(Lembaga Adat (Lembaga Adat
Aktif) Aktif)
1.2 Persentase Persentase
Pelatihan dan -
Fasilitasi Pela_lt_lhar_w dan
PROGRAM Pengembanga PROGRAM Fasilitasi
PENGEMBANGAN n Lembaga PENGEMBANGAN Pengembangan
LEMBAGA Ekonomi 42 % 6.928.997 | LEMBAGA Lembaga 42 % 6.928.997
EKONOMI Pedesaan EKONOMI Ekonomi
PEDESAAN PEDESAAN Pedesaan yang
yang dilaksanakan
dilaksanakan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target el Target Kebutuhan | Catetan
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria ca %\ian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | > gaian Dana Penting
J P (Rp.000) P (Rp.000)
1) 2 3 4 ®) (6) () (8) ) (10) 11) 12)
1. Kegiatan Pelatihan Persentase Kegiatan Pelatihan Persentase
Ketrampilan : Badan Usaha o 159.720 Ketrampilan .| Badan Usaha o 159.720 IKU
Manajemen Badan 79 nagari Milik Nagari 95% Manajemen Badan 79 nagari Milik Nagari yang 95% OPD
Usaha Milik Desa yang Aktif Usaha Milik Desa Aktif
3. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi
) Jumlah : Jumlah
Permodalan bagi Kelompok Kerja | 62 Permodalan bagi Kelompok Kerja 62 IKU
Usaha Mikro Kecil Kroditmtikro | ealompok | 126445 | Usaha Mikro Keci Kreditmikio | eetomook | 126:445 OPD
dan Menengah di o P dan Menengah di o P
Yang dibina Yang dibina
Perdesaan Perdesaan
4. Fasilitasi Kemitraan Fasilitasi Kemitraan
Swasta dan Usaha Swasta dan Usaha
Mikro Kecil dan Jumlah gelar Mikro Kecil dan Kab.
Menengah di Kab. Lima TG ar? ) 232 925 Menengah di Lima Jumlah gelar i 232 925 IKU
pedesaan (Kegiatan | Puluh Kota diikut?/ 9 ’ pedesaan (Kegiatan | Puluh TTG yang diikuti ' OPD
Gelar TTG Nasional Gelar TTG Nasional Kota
dan Lomba Inovasi dan Lomba Inovasi
TTG). TTG).
5. 1.Jumlah Rakor 2 Rakor 1.Jumlah Rakor
P3MD yang 79 ' P3MD yang 2 Rakor,
dilaksanakan. Nagari Kab.Lima dilaksanakan. 2. 79 Nagari, Priritas
Monitoring Evaluasi | Kab.Lima 2. Jumlah gar, Monitoring Evaluasi ) Jumlah 62 KMN,
62 KMN, | 155.727 Puluh 155.727 OPD
dan Pelaporan. Puluh Kota | Lembaga2 dan Pelaporan. Lembaga2 11 UEM-
; 11 UEM- Kota ; .
Ekonomi yang Sp 42 Ekonomiyang di | SP, 42
di monitoring ' monitoring dan Bumnag
. . Bumnag . -
dan dievaluasi dievaluasi
6. Jumlah Nagari Jumlah Nagari IKU
. dengan Status Kab. Lima | dengan Status
Perlombahan Desa | Kab. Lima Berkembang 79 _ 95.000 Perlombahan Desa Puluh Berkembang dan | 79 Nagari | 95.000 OPD
dan Kelurahan Puluh Kota Nagari dan Kelurahan dan IKU
dan Cepat Kota Cepat KD
Berkembang Berkembang
.3 PROGRAM Meningkatnya PROGRAM Meningkatnya
PENINGKATAN Partisig i y PENINGKATAN Partisig e y
PARTISIPASI Masuanekat PARTISIPASI Masyarekat
MASYARAKAT Y 95 % 1.334.590 | MASYARAKAT Y 95 % 1.334.590
Dalam Dalam
DALAM Pembangunan DALAM Pembangunan
PEMBANGUNAN boag 9 PEMBANGUNAN bocn 9
DESA DESA.
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target el Target EBULIEr gata;an
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria capaian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | = =. Dana Uity
J P (Rp.000) P (Rp.000)
1) 2 3 4 ®) (6) () (8) ) (10) 11) 12)
i R
L Pembinaan Jumlah Nagari Jgnmlaahkglr? gan pSQﬁi‘Qﬁa
Kelompok Kab.Lima yang akan 79 Pembinaan Kelompok | Kab.Lima )I\//Ielgksanakan an TMMN
Masyarakat ) Melaksanakan . 332.750 Masyarakat Puluh 79 Nagari | 332.750 Tahun
Puluh Kota Nagari Pencanangan 2021
Pembangunan Pencanangan Pembangunan Desa Kota
BBGRM -TMMN
Desa BBGRM
2. Persentase
Pelaksanaan Jumlah Nagari . Persentase
Musvawarah Kab. Lima | Yan Pelaksanaan Kab. Lima | Jumlah Nagari IKU
Pem{)an e Pulih Ko Mengeta can 100 % 165.000 | Musyawarah Puluh Yang 100 % 165.000 OPD
9 P Pembangunan Desa Kota Menetapkan
Desa RKP Tepat
RKP Tepat waktu
waktu
3. Persentase Persentase
Pemberian Stimulan Kab.Lima pembinaan Pemberian Stimulan Kab.Lima pembinaan serta Priritas
: 0, 0,
Pembangunan Puluh Kota serta 20% 385.990 Pembangunan Desa Puluh pemantauan 20% 385.990 OPD
Desa pemantauan Kota
Dana desa
Dana desa
3. Persentase Persentase
pelaksanaan pelaksanaan
Koordinasi, Koordinasi,
Monitoring dan Monitoring dan
evaluasi evaluasi Program
Program Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Masyarakat Pembangunan
dan . Nagari yang .
. . . I . Kab.Lima Priritas
Monitoring Evaluasi | Kab.Lima Pembf_;mgunan 750 200.000 Monitoring Evaluasi Puluh pendanaanya _ 75% 200.000 OPD
dan Pelaporan. Puluh Kota | Nagari yang dan Pelaporan. bersumber dari
Kota
pendanaanya DD dan ADD
bersumber dari serta
DD dan ADD terlaksananya
serta pencegahan,
terlaksananya pengawasan dan
pencegahan, penanganan
pengawasan permasalahan
dan Dana Desa
penanganan sesuai perjanjian
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target Fegl Target Kebutuhan | Sataan
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria ca %ian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | > gaian Dana Penting
J P (Rp.000) P (Rp.000)
1) 2 3 4 ®) (6) () (8) ) (10) 11) 12)
permasalahan kerjasama antara
Dana Desa Kemendes dan
sesuai PTT,
perjanjian Kemendagri dan
kerjasama Kepolisian RI
antara
Kemendes dan
PTT,
Kemendagri
dan Kepolisian
RI
4. - Persentase - Persentase
Nagari dengan Nagari dengan
Status Status
Berkembang Kab. I\B/lzgtembang dan IKU
Pemantapan Data Kab.Lima dan Maju 0 Pemantapan Data Lima ) o OPD
Profil Nagari Puluh Kota | - Persentase 96 % 165.850 Profil Nagari Puluh nzear\?iegéiszn 96 % 165.850 dan IKU
nagari dengan Kota 9 9 KD
status status swakarya
swakarya dan dan
swasembada swasembada
5. Jumlah
. . Jumlah
Pembinaan pembinaan embinaan serta
Kelompok serta penilaian Pembinaan Kelompok | Kab. pembt! .
Pengelola Kab. kepada BP- Pengelola Prasarana | Lima penilaian kepada Priritas
. Lima 108 kipk | 85.000 = BP- SPAMS dan | 108 kipk 85.000 OPD
Prasarana Fasilitas Puluh Kota SPAMS dan Fasilitas Umum Puluh monev
Umum (KPP- monev (KPP-FASUM) Kota kelembagaan
FASUM) kelembagaan KPP-FASUM
KPP-FASUM
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENINGKATAN . .
KAPASITAS Penmg_katan PENINGKATAN Penlngkatan
APARATUR Kapasitas 37% 835.000 | KAPASITAS Kapasitas 37% 835.000
PEMERINTAHAN Aparat_ur APARATUR Aparat_ur
DESA Pemerintahan PEMERINTAHAN Pemerintahan
Desa DESA Desa
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target Pagu Target Kebutuhan | =aatan
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria ca %\ian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | > gaian Dana Penting
J P (Rp.000) P (Rp.000)
1) 2 3 4 ®) (6) () (8) ) (10) 11) 12)
1 Pelatihan Aparatur Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Jumlah Peserta
Pemerintahan Desa . Bimtek Pemerintahan Desa Kab. Lima - Priritas
. Kab. Lima 85.000 . Bimtek Pengelola 85.000
di Bidang Pengelola 60 orang di Bidang Puluh 60 orang OPD
Puluh Kota Kawasan
Pembangunan Kawasan Pembangunan Kota
Pedesaan
Kawasan Pedesaan Pedesaan Kawasan Pedesaan
2. Jumlah
Pelatihan Aparatur aparatur . Jumlah aparatur
Pemerintahan Desa pemerintahan Pelatlh.an Aparatur . pemerintahan
Dalam Bidang Kab. Lima | nagari yang 184 Pemerlnt.ahan Desa Kab. Lima nagari yang IKU
: . 90.000 Dalam Bidang Puluh . 184 orang | 90.000
Pengelolaan Puluh Kota | terlatih dalam orang P ol K terlatih dalam OPD
Keuangan pengelolaan engelolaan ota pengelolaan
Keuangan Pedesaan .
Pedesaan keuangan keuangan nagari
nagari
3. Jumlah
aparatur Jumlah aparatur
pemerintahan pemerintahan
Pelatihan Aparatur nagar yang Pelatihan Aparatur nagar yang
- Mengikuti - . Mengikuti Bimtek
Pemerintahan Desa Kab. Lima | Bimtek Pemerintahan Desa Kab. Lima Manaiemen IKU
Dalam Bidang ) X 22 % 115.000 Dalam Bidang Puluh € 22% 115.000
- Puluh Kota | Manajemen ) Pemerintahan OPD
Manajemen . Manajemen Kota .
- Pemerintahan - Nagari
Pemerintahan Desa . Pemerintahan Desa
Nagari (Perangkat
(Perangkat Nagari dan
Nagari dan Bamus)
Bamus)
4.
Persentase
. Persentase
Bamus Nagatri .
Bamus Nagari
yang telah
di o yang telah
imonitoring - o
. . dimonitoring dan
dan dievaluasi . . . .
Monitoring, Evaluasi | Kab. Lima dalam rangka Monitoring, Evaluasi Kab. Lima | dievaluasi dalam Priritas
' ) 34 % 95.000 ' Puluh rangka penataan | 34 % 95.000 OPD
dan Pelaporan Puluh Kota | penataan dan Pelaporan
Kota kelembagaan

kelembagaan
bamus Nagari
dan
terlaksananya
Pilwanag

bamus Nagari
dan
terlaksananya
Pilwanag
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target Pagu Target Kebutuhan | =aatan
No | Program/ Kegiatan Lokasi Kineria ca %\ian indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja | > gaian Dana Penting
J P (Rp.000) P (Rp.000)
@) 2 3 4 ®) (6) ) 8 ©) (10) (11) 12)
5. Persentase
tingkat Kab. Lima Persentase Priritas
Rap_at Koor_dlna5| Kab. Lima kehad_lran wali 100% 450.000 Rap_at Koor_dlna5| Puluh tlng_kat kehadlran 100% 450.000 OPD
Wali Nagari Puluh Kota | nagari dan Wali Nagari Kota wali nagari dan
sekretaris sekretaris nagari
nagari
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMBINAAN DAN . :
FASILITASI meningkatnya 735000 PEMBINAAN DAN meningkatnya 735000
pengelolaan 34 % ' FASILITASI pengelolaan 34 % '
PENGELOLAAN K K
KEUANGAN DESA euangan PENGELOLAAN euangan
desa/nagari KEUANGAN DESA desa/nagari
1. Jumlah .
evaluasi Jumlah evaluasi
Evaluasi rancangan . . rancangan .
Rancanaan Kab. Lima eraturan 79 Evaluasi Rancangan Kab. Lima | peraturan nagari IKU
9 : P . . 250.000 Peraturan Desa Puluh tentang 79 Nagari | 250.000
Peraturan Desa Puluh Kota | nagari tentang Nagari . OPD
. Tentang APB Desa Kota APBNagari tepat
Tentang APB Desa APBNagari -
. waktu di
tepat waktu di K
ecamatan
kecamatan
2. Jumlah
Jumlah
pedoman dan
. . pedoman dan
Penyusunan regulasi nagari Penyusunan Kab. Lima | regulasi nagari
Pedoman Kab. Lima | dalam bentuk | g g0 | 250,000 | P€UOMaN Puluh dalam bentuk | 8Buah | 250.000 IKY
Pengelolaan Puluh Kota | Peraturan Pengelolaan . OPD
. Kota Peraturan Bupati
Keuangan Desa Bupati dan Keuangan Desa
dan Keputusan
Keputusan Bupati
Bupati P
3. Evaluasi Jumlah . .
. Evaluasi Rancangan Jumlah evaluasi
Rancangan evaluasi
Peraturan Desa . rancangan
Peraturan Desa . rancangan Kab. Lima .
Kab. Lima 79 Tentang peraturan nagari . IKU
Tentang peraturan . 85.000 . Puluh 79 nagari 85.000
. Puluh Kota . Nagari Pertanggungjawaban tentang LKPJ OPD
Pertanggungjawaba nagari tentang Kota ;
. Pelaksanaan APB Nagari tepat
n Pelaksanaan APB LKPJ Nagari
Desa waktu
Desa tepat waktu
4. Bimtek Pengelolaan | Kab. Lima | Jumlah nagari 79 Bimtek Pengelolaan Kab. Lima | Jumlah nagari . IKU
Aset dan Kekayaan | Puluh Kota | yang mengikuti | Nagari 150.000 Aset dan Kekayaan Puluh yang mengikuti 79 nagari 150.000 OPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Target Pagu Target Kebutuhan | =aatan
No | Program/Kegiatan Lokasi Kineri 9¢ indikatif Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator kinerja g¢ Dana PR
inerja capaian (Rp.000) capaian (Rp.000)
@) 2 3 4 ®) (6) ) 8 ©) (10) (11) 12)
Nagari Bimtek Nagari Kota Bimtek
pengelolaan pengelolaan aset
aset dan dan kekayaan
kekayaan nagari
nagari berbasis aplikasi
berbasis
aplikasi
torlaksananya Persentase
PROGRAM penataan PROGRAM Leerg;;gza”ya
PENATAAN peraturan o PENATAAN o
PERATURAN perundangan | 20% 175.000 | bERATURAN pg;ii}“g:ﬂ an 20% 175.000
PERUNDANGAN Kab. Lima PERUNDANGAN ﬁ b 9
Puluh Kota ap. -ima
Puluh Kota
' e .
Fasilitasi F:Jmlaﬁ roduk Fasilitasi Penyusunan peningkatan =
Penyusunan Produk Kab. Lima Jhukum pan Produk Hukum Kab. Lima | jumlah produk 2.
Hukum Nagari . ukum yang 45% 175.000 | Nagari Skala Puluh hukum yang 45% 175.000 g
Puluh Kota | dilahirkan oleh i
Skala Kabupaten nagari (wajib Kabupaten dan Kota dilahirkan oleh @)
dan Nagari garl ) Nagari nagari (wajib dan 3
dan diluar yang diluar yang wajib) o
wajib) yang waj
JUMLAH 4.200.000 4.200.000
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses
yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan
yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting
dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi
penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021, disamping berpedoman pada Rencana Strategis PD (RENSTRA OPD)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016-2021, juga mengakomodir usulan pada Nagari dan Kecamatan
pada Musrenbang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Renja
DPMD/N Tahun 2021 juga mengakomodir Pokok—Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021
NO. PROGRAM /KEGIATAN NAMA PEKERJAAN VOLUME LOKASI
1 2 3 4 5

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan

Bimtek Pengurus Badan Usaha

Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan
& P P ) Milik Desa/Nagari

usaha milik desa

Kec. Harau & Kec.
Payakumbuh

(Bumdes/Bumnag)
0 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Bimtek Kader Posyandu Nagari Sarilamak Kec.
Masyarakat Pedesaan Harau

Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Bimtek Pengurus PKK Nagari Sarilamak Kec.
(PKK) Harau

. ]
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan

Kabupaten Lima Puluh Kota
3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program
pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang
dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas
pembangunan disusun sebagai penjabaran operasinal dari Strategis
Pembangunan yang digariskan dalam RPJM  2016-2021 dalam upaya
melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita,

yaitu:
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
Cital : bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
negara,;
. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
Cita 2 ; . )
efektif, demokratis, dan terpercaya;
Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalan kerangka negara kesatuan;

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
Cita4 : sistem dan penegakan hukum yangf bebas korupsi
bermartabat, dan terpercaya;

Cita5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional,
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

Cita 6

Cita 7 sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

_ . Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial
Cta9 '  |ndonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk

mendukung tema RKP Nasional Tahun 2021 ini adalah :

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa/Nagari
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1. Anggaran Negara harus berorentasi manfaat untuk rakyat dan berorentasi
pada prioritas untuk mencapaui tujuan Pembangunan Nasional,

2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarakan money
follow function, tetapi money follow program prioritas, tidak perlu semua
tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.

3. Memangkas Program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaat bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya

membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah holistik,
tematik, terintergrasi dan spasial. Kebijakan nasional terkait dengan
pembangunan desa dibawah koordinasi Kementerian Desa, menetapkan 4
program prioritas kementerian desa. Berikut ini adalah 4 program prioritas

kementerian desa:

1. Prukades.
Program Prukades adalah salah satu dari 4 program prioritas kementerian
desa yang memiliki kepanjangan yaitu Produk Unggulan Kawasan Desa.
Output dari program prukades ini tentunya adalah potensi desa yang
dikenal oleh masyarakat luas.

2. Embung Desa.
Sebagian wilayah di desa masih memiliki potensi alam yang baik dan
belum tercemar. Untuk itu, kementerian desa meluncurkan program
embung desa.

3. BUM Desa.
Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mendorong kemandirian desa
serta memperkuat usaha-usaha yang ada di desa. Hal ini karena dana
desa bukan menjadi sumber utama akan tetapi menjadi stimulus untuk
pembangunan desa. Kementerian Desa melalui 4 program prioritas
kementerian desa ini didukung oleh BUMN dengan terbentuknya PT Mitra
BUM Desa.

4. Sorga Desa
Program ini adalah program yang bertujuan untuk membangun sarana
prasarana olahraga desa agar pemuda desa bisa melakukan kegiatan

yang bermanfaat.
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3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera
Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh
Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa
disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan
hal tesebut, maka dalam penyusunan Renja ini, DPMD/N perlu melakukan
telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat proyeksi perkembangan

indikator ekonomi makro dan kesejahteraan sosial untuk tahun 2021 sebagai

berikut:
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi . 6.54%
2. PDRB Harga Konstan : 202.68 Triliun
3. PDRB Harga Berlaku : 270.41 Triliun
4. PDRB Perkapita : 48.59 Juta
5. Tingkat Inflasi (yoy) : 5-6%
6. Tingkat investasi : 60.30 Triliun
7. ICOR :3.18
8. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 1 72.56
9. Umur Harapan Hidup (UHH) : 69,44 Tahun
10.Rata-rata Lama Sekolah : 8,66 Tahun
11.Tingkat Pengangguran : 5,60
12.Tingkat Kemiskinan 5,09

Disamping mengacu dan menpedomani proyeksi indikator kinerja
ekonomi makro dan sosial daerah Sumatera Barat tersebut, dalam
penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari juga
memperhatikan tujuan pembangunan menurut misi Kepala Daerah Provinsi
Sumatera Barat dan isu-isu strategis yang dimuat dalam Background Study
RPJMD.

Telaahan urusan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan
Pembangunan menurut Misi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi
Sumatera Barat 2016-2021 diantaranya:
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1. Penguatan kelembagaan agama dan adat, merupakan tujuan kedua dari
misi 1 yaitu meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais,
beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah. Pada Tahun 2021, ditargetkan terdapat 4
lembaga MUI dan 299 KAN sebagai lembaga adat dan agama yang
melaksanakan fungsinya dengan baik.

2. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang
maju dan tepat guna, yang merupakan tujuaj dari misi ketiga yaitu
meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman,
berkarakter, dan berkualitas tinggi.

3. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan
daerah tertinggal, yang merupakan tujuan dari misi keempat vyaitu
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh,
produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumater Barat 2016-

2021 terkaiut urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya:

a) Prioritas 1: Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK

Dalam Kehidupan Masyarakat.

b) Prioritas 8: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta

Penanganan Daerah Tertinggal.

Adapun isu-isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi
Sumatera Barat 2016-2021 adalah:

1. Ekonomi
Ketimpangan pendapatan tinggi, pendapatan perkapita renda,
pengangguran tinggi, inflasi tinggi, kemiskinan tinggi.

2. Keuangan Daerah
Kinerja pemerintah dalam pencapaian PAD masih rendah, sinkronisasi
antara belanja dan perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan riil

daerah.
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3.1.3.

3. Pertanian
Penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan.

4. Iklim investasi belum kondusif
Rendanya Kapasistas Listrik, masalah pembebasan lahan, Regulasi
pendukung belum optimal, aksesibiltasi transportasi rendah, resiko
bencana relatif tinggi.

5. Pendidikan
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing pendidikan.

6. Kesehatan
Angka Kematian ibu dan Bayi masih tinggi.

7. Pemberdayaan Perempuan
Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan, Anak
dan Lansia

8. Permasalahan Sosial
Kepemilikan lahan, keamanan, peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara,
Pembangunan berbasis nagari dan kebencanaan.

9. Agama
Belum adanya Perda yang mendukung kualitas hidup beragama.

10. Tranportasi
Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi, pelayanan

tranportasi publik belum optimal, tingkat kecelakaan lalu lintas masih

tinggi.

Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mesti disinkronkan dan dapat
mendukung pencapaian prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Barat

tersebut.

Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu dan mempedomani RKPD

Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati
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Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2020. Karena RKPD 2020 merupakan tahun kelima
dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021, maka dalam
penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021.

Dengan telah dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016
maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari mengacu kepada Visi dan Misi Bupati terpilih

tersebut yaitu:
Visi
“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis” Yang

Mantap” Berlandaskan Iman dan Takwa”
Misi ;

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan
reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi
daerah.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan
berbasis jorong.

6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah

basis perjuangan

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota telah dirumuskan berbagai
rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan yang dikelompokkan dalam

6 (enam) bidang atau agenda pembangunan sebagai berikut:

a. Pembangunan Budaya;
b. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan;
c. Pembangunan sosial dan sumber daya manusia;

d. Pembangunan ekonomi dann kegiatan agribisnis terpadu;
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e. Pembangunan prasarana dan sarana,

f. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD/N
3.2.1 Telaahan terhadap Renstra DPMDN Tahun 2016-2021

Untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari Tahun 2021 ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota tentang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan
Paraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 112 Tahun tentang Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2016-2021. Dan merujuk pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 2.

Berdasarkan Rencana Strategis DPMD/N (Renstra DPMD/N) Tahun
2016-2021, maka dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada
sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Propinsi, dan mengacu pada
RPJMD propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan

daerah propinsi dengan pembangunan nasional.

b. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD
Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah

Kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan Renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu pada kebijakan
Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2019 dan Kebijakan Propinsi dan
RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2019. Sedangkan untuk telaahan Renstra
DPMDI/N tetap dilakukan terhadap Renstra DPMD/N 2016-2021, terutama
dengan memperhatikan target-target yang belum dicapai pada yaitu periode

renstra yang sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari (Peraturan Bupati No 112 Tahun 2018 Tentang Renstra
DPMD/N) Tahun 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa/Nagari
(DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 iur-z



Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Misi ke 5 dari 6 Misi
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2016-2021 vyaitu;
"Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan
berbasis jorong” dengan Tujuan yaitu ; Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari , sasaran
yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari dengan Indikator
Kinerja yaitu Jumlah Nagari dengan Status Berkembang dan Maju.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2020

Selain merupakan penjabaran Renstra DPM, maka Renja DPMD/N
tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Dalam merumuskan tujuan
dan sasaran Renja DPMD/N maka berdasarkan RKPD tersebut
diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah
yang merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Nagari Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan
ekonomi dan sosialnya.

2. Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program
nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka penentasan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam
pembangunan nagari.

4. Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan
kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagatri.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial
ekonomi nagari.

6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan
kelembagaan lainnya yang ada di nagatri.

7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di

Nagari.

Berdasarkan permasalahan di atas maka DPMD/N menetapkan tujuan
dan sasaran Renja DPMD/N Tahun 2020 sebagai berikut:
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1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga-lembaga

Kemasyarakat dalam Pembangunan Desa/Nagari.
2. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Pedesaan/Nagari.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari.

4. Meningkatkan Kegiatan Lomba-lomba dalam rangka memacu

Pembangunan Sosial Ekonomi di Nagari.
5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari dan lembaga

lainnya di Nagari.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPMD/N untuk Rencana Kerja
DPMD/N Tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada
dalam Renstra DPMD/N Tahun 2016-2021. Adapun pencantuman
nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13
Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2008 serta Permendagri No. 21
Tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan DPMD/N yaitu
program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan
kegiatan yang bersifat rutin dan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap SKPD

No PROGRAM KEGIATAN
1. | Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa/Nagari
(DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 iur-9



No

PROGRAM

KEGIATAN

10.
11.
12.
. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke

Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyedian Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor

Penyedian Peralatan Rumah Tangga
Penyedian Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan Dan Minuman

Luar Daerah

Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

a s~ e

o

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin /Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharan Rutin/Berkala Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur

Blo © N

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari
Tertentu

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Pendidikan Dan Dan Pelatihan Formal

Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan.

Bimtek Peraturan Perundang-undangan.

Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

w

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun.

JML

5 Program

30 Kegiatan
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Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No PROGRAM

KEGIATAN

1. Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan

. Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan.

. Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat

. Penyelenggaran Desiminasi dan

Informasi Bagi Masyarakat Desa .

. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
. Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan dan Pengembangan
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

. Pembinaan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga(PKK)

. Penyelenggaraan Pembentukan,

pemekaran, pengembangan dan
penghapusan batas nagari,

. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan,

Penyelenggaraan ,Pembentukan,
pemerkaran,pengembangan nagari

. Temu wicara Adat se Kab.Lima Puluh

Kota

Pedesaan

2. Pengembangan Lembaga Ekomomi

. Pelatihan Keterampilan Manajemen

Usaha Milik Desa .

. Fasiltasi Permodalan Bagi Usaha Mikro

kecil dan menengah di Pedesaan

. Fasiltasi Kemitraan swasta dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan
(Kegiatan Gelar TTG Nasional dan
Lomba Inovasi TTG)

. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
. Evaluasi Perkembangan Nagari

(Perlombaan Desa dan Kelurahan).

dalam Pembangunan Desa

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

. Pembinaan  Kelompok  Masyarakat

Pembangunan Desa

. Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa

. Pemberian  Stimulan  Pembangunan

Desa
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No PROGRAM KEGIATAN
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Pemantapan Data Profil dan Monografi
Nagari
6. Pembinan Kelompok Pengelola
Prasarana Umum (KPP-Fasum).
4, Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Pedesaan
2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Pedesaan
3. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
dalam Bidang Manajemen Pemerintahan
Desa
4. Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Wali
Nagari
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. | Pembinaan dan Fasilitasi . Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa Tentang APB Desa
2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa
3. Evaluasi rancangan Peraturan Desa
Tentang Pertanggungjawaban APB
Desa
4. Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan
Nagari.
6. | Penataan Peraturan Perundang- 1. Fasiltasi Penyusunan Produk Hukum
undangan Nagari skala Kabupaten Lima Puluh
Kota.
JML 6 Program 30 Kegiatan
Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap OPD
Sesuai Mendagri No. 90 Tahun 2017
No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 2 3 4
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 2 3 4
1.1.1 Penyusunan Renstra dan Renca
Perangkat Daerah
1.1.2. Penyusunan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
1.1.3. Penyusunan Dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah
1.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pereangkat Daerah
1.2. Administrasi Keuangan
1.2.1. Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
1.2.3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan
Verifikasi
1.2.4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
1.2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
1.2.6 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.2.7 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
1.2.8. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.3. Administrasi Umum
1.3.1 Penyediaan jasa surat menyurat
1.3.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.3.3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.34 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.35 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.3.6 Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.3.7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.3.8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.3.9 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.3.10 Penyediaan bahan logistik kantor
1.3.11. Penyediaan makanan dan minuman
1.3.12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1.3.13 Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
1.3.14 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1.3.15 Pengadaan peralatan gedung kantor
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No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 2 3 4
1.3.16 Pengadaan mebeleur
1.3.17 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.3.18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.3.19 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.3.20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.3.21 Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung
Kantor
1.4 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
141 Pengadaan mesin/kartu absensi
1.4.2 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.4.3 Pengadaan pakaian KORPRI
1.4.4 Pengadaan pakaian khusus hari hari
tertentu
145 Pendidikan dan pelatihan formal
1.4.6 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
1.4.7 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Program
yang harus ada di Setiap OPD vyaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah , 1 Program dengan 4 Kegiatan dengan 40 Sub
Kegiatan.
Program, Kegiatandan Sub Kegiatan sesuai dengan
Urusan Pemerintahan Bidang Pembedayaan Masyarakat dan Desa
Menurut Mendagri No. 90 Tahun 2019
No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 2 3 4
1. Program Penataan Desa
1.1. Penyelenggaraan Penataan Desa
1.1.1 Pembentukan, Penghapusan,
Penggabungan, dan Perubahan
Status Desa
1.1.2 Fasilitasi Tata Wilayah Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2.1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
2.1.1. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
3. Program  Administrasi Pemerintahan Desa
3.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
3.1.1.. Fasilitasi Penyelenggaraan

Administrasi Pemeritahan Desa
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Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

2

3

4

3.1.2.

Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum Desa

3.1.3

Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa

3.14.

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
dan Aset Desa

3.15

Peningkatan Kapasitas
Pemerinthan Desa dan BPD

3.16

Fasilitasi Penyelenggaraan
Musyawarah Desa

3.1.7.

Evaluasi dan Pengawasan
Peraturan Desa

3.18

Pembinaan dan Pemberdayaan
BUM Desa dan
Lembaga Kerja sama antar Desa

3.1.9

Penyelenggaraan Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa

3.1.10.

Fasilitasi Pengkatan dan
Pemberhentian Pearangkat Desa

3.1.11.

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
dan Evaluasi
Perkembangan Desa

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat

Hukum Adat

4.1.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Lembaga Adat
Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

41.1

Identifikasi dan Inventarisasi
Masyarakat Hukum
Adat

4.1.2

Kelembagaan Masyarakat Desa
dan Masyarakat
Hukum Adat

4.1.3

Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan

414

Penyediaan Saranan dan Prasarana
Kelembagaan

4.1.5

Fasilitasi Pengembangan
Usaha Ekonomi Masyarakat

4.1.6

Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
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Sesuai dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pembedayaan
Masyarakat Desa mengaju pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 Dinas
Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada tahun 2021
melaksanakan 4 Program 4 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.

Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2019)

Interpretasi
Belum Tercapai
(<)
Sesuai (=)
Melampaui (>)

Faktor-faktor
Permasalahan Penentu
Keberhasilan

Bidang Urusan dan Indikator
No. Kinerja Penyelenggaran
Pemerintah Daerah

1) ) ®) (4) (6)

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Rata-rata Jumlah Kelompok Belum Tercapai
Binaan LPM

Jumlah PKK Aktif Tercapai
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja DPMD/N Tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang
tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun
2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan Kkegiatan pada
rancanngan Awal Renja mengacu kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan
Permendagri No. 59 Tahun 2008 serta Permendagri No. 21 Tahun 2011. Dengan
keluarnya Pemendagri No.90 Tahun 2019 maka Rencana Kerja Akhir mengacu
kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut . Dengan tahapan kegiatan
pemetaan Program dan Kegiatan dari yang semula menggunkan Pemendagri NO.
13 Tahun 2006 ke Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 . Pada Permendagri Nomor
90 Tahunm 2019 Program terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dan program , kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan untuk tahun 2021 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari melaksanakan vyaitu (1) program yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (Empat) kegiatan dan 40
(empat puluh) Sub Kegiatan yang harus ada pada setiap Perangkat Daerah dan 4
(empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dengan 20 (dua puluh ) Sub Kegiatan Urusan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Kinerja DPMDN dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan
Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 yang tadinya terdiri dua
sasaran, Sasaran Pertama vyaitu meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan
Nagari dengan indikator: (1) Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju;
(2) persentase nagari yang menetapkan RKP tepat waktu. Sasaran kedua adalah
meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan indikator persentase Badan Usaha

Milik Nagari yang aktif.

Dengan telah diakukannya revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra)
DPMD/N maka Indikator Kinerja Utama DPMD/N juga mengalami revisi Sasaran
Pertama tetap yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari dengan
indikator yaitu 1. Persentase nagari yang berkinerja Baik (Predikat A/ RKP,APBD/N
dan LKPJ ( tepat waktu) dan Indikatror ke 2 Persentase Nagari yang memiliki nilai

perkembangan nagari diatas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan nagari. Dan
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sasaran kedua juga tetap yaitu Meningkatnya Kualitas Lembaga ke Masyarakatan
dengan Indikator Sasaran yaitu 1. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang
aktif dan Indikator ke 2 yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif.

Secara terinci dapat dilihat tabel berikut;

Tabel 4.1.
Rencana Target Kineja DPMDN (IKU DPMD/N)

Target
No. Sasaran Indikator Ket.
2021 2022

@ @ (©) (©) ®) (6)

1. Meningkatnya Persentase nagari yang IKU OPD
Kualitas Tata berkinerja Baik
Kelola (Predikat A/ 75 %
Pemerintahan RKP,APBD/N dan

Nagari LKPJ ( tepat waktu)

Persentase Nagari IKU OPD
yang memiliki nilai
perkembangan nagari
diatas 300 berdasarkan
evaluasi
perkembangan nagatri

94 %

2. | Meningkatnya Masyarakat yang IKU OPD
Kualitas Lembaga | Persentase Lembaga 90%
ke Masyarakatan Ekonomi aktif

Persentase Lembaga
Kemasyarakatan yang | 87 %
Aktif

Selain Kinerja IKU DPMD/N sendiri DPMDN juga mengemban IKU Kepala

Daerah sesui engan tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah/
Target
No. Sasaran Indikator Ket.
2021 2022
@ @ ©) 4 ®) (6)
1. | Meningkatnya Kualitas | Jumlah Nagari yang IKU KD
Tata Kelola Berstatus Berkembang dan 75
Pemerintahan Nagari Maju
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Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima (periode akhir) Renstra
2016-2021. Kondisi akhir yang ditargetkan akan dicapai pada Tahun 2021 adalah
sebanyak 75 nagari dari 79 nagari di Kab. Lima Puluh Kota berstatus berkembang

dan maju. Indikator ini menjadi indikator kinerja utama (IKU) Kepala Daerah

Tabel 4.3
Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahTahun 2021

Bidang Urusan dan Target
Indikator Kinerja Indikator
Penyelenggaran 2021 2022

Pemerintah Daerah

(1) (2) 3) 4) (5)
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

Rata-rata Jumlah Kelompok % 93 93
Binaan LPM
Jumlah PKK Aktif Kelompok 93 93

No. Ket.

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat terdapat dua target kinerja urusan pemberdayaan
masyarakat yaitu: rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan jumlah PKK akitif.
Target kinerja pada Tahun 2021 sebanyak 93% kelompok dalam pembinaan LPM.
Sedangkan target untuk jumlah PKK yang aktif pada Tahun 2021 adalah sebanyak
93 kelompok.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2 pada bab sebelumnya. Sedangkan
rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat dilihat
pada Tabel 4.4 berikut.

e —
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Tabel 4.4

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program Dan Kegiatan
DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Tahun 2021 Tahun 2021
= Tahun 2022 ol Tahun 2022
No. Bidang Urusan rogram 5 e egiatan 5 e Ket
agu Indikati agu Indikati
Jumlah | Total Pagu (R Jumlah Total Pagu (R
gu (Rp) (Rp) gu (Rp) (Rp)
(@) B) 3) @) (5) (6) ) (®) )
Program Penun jang Pemerintahan 4 (40 Sub
1. 1 4.707.331.106 5,477.628.715,20 ] 4.707.331.106 5,477.628.715,20
Daerah Kegiatan)
) 4 (20
Urusan Sub Bidang Pemberdayaan
2. 4 2.315.000.000 5.644.771.970 Sub 2.315.000.000 5.644.771.970
Masyarakat dan Desa .
Kegiaitan
8 (60 Sub
Total 5 7.022.331.106 11.122.403.685,20 ) 7.022.331.106 11.122.403.685,20
Kegiatan)

e
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7/24/2020

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan ) - . - .
Kode Pemerintahan Daerah . . . . Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Eata:an Target Capaian Kinerja Kebutuhan. Dafia/
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Ou?put Proaram Keluaran Hasil (Rp.) Dana enting Tolok Ukur Taraet Pagu Indikatif
K g . . ) R
egiatan Kegiatan | Kegiatan (Rp.)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 (13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.022,331,106
2 (13 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4,707,331,106
2 |13 |01 |2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58,500,000
Kab. Lima Dana
. . Puluh Kota, Transfer
Penyusunan Renstra dan Persentase pelaksanaan Jumlah Dokumen Renstra Persentase sinergitas Semua Umum -
2 [13 |01 2.01 |01 y penunjang urusan K perencanaan dan evaluasi 100 % 2 Dokumen |80 % 10,000,000 11,500,000
Renja Perangkat Daerah . dan Renja Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah pembangunan daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Penyusunan Program dan . . Puluh Kota, Transfer
Kediatan P Kat Persentase pelaksanaan Persentase sinergitas S u
2 |13 01 201 |02 |"€9'@tan Ferangka penunjang urusan Jumlah RKA, DPA dan DPPA |perencanaan dan evaluasi |22 100 % 3 Dokumen |80 % 14,000,000{ - ™4™ 16,100,000
Daerah dalam Dokumen . Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah pembangunan daerah .
Perencanaan Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
. . Puluh Kota, Transfer
p Dok Persentase pelaksanaan Jurniah Dok Evaluasi Persentase sinergitas S u
2 |13 |01 |2.01 |03 enyust.,lnan oxumen penunjang urusan umian Dokumen tvaiuast perencanaan dan evaluasi emua 100 % 16 Dokumen |80 % 8,000,000 mum 9,200,000
Evaluasi Perangkat Daerah . Perangkat Daerah Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah pembangunan daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
L Jumlah Koordinasi dan . . Puluh Kota, Transfer
Koordinasi dan Persentase pelaksanaan Sinkronisasi P Persentase sinergitas S U
2 |13 |01 [2.01 |04 |[Sinkronisasi Perencanaan |penunjang urusan ihkronisast Ferencanaan perencanaan dan evaluasi emua 100 % 5 Kegiatan (80 % 26,500,000 mum 30,475,000
. Perangkat Daerah yang Kecamatan, Dana
Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah . pembangunan daerah .
dilaksanakan Semua Alokasi
Kelurahan Umum
2 (13 |01 2.02 Administrasi Keuangan 2,822,958,832 0
Kab. Lima Dana
. .. |Puluh Kota, Transfer
Penyediaan Gaji dan Persentase pelaksanaan Jumlah Bulan Penyediaan Persentase penyediaan gaji Semua Umum -
2 [13 |01 2.02 |01 y J penunjang urusan . . y dan tunjangan ASN serta 100 % 14 Bulan 100 % 2,799,958,832 3,219,952,657
Tunjangan ASN . Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah penyusunan laporan OPD .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Penyusunan Laporan . .. [Puluh Kota, Transfer
Capaian Kineria d Persentase pelaksanaan Jurmiah dok LKIIP Persentase penyediaan gaji S u
2 |13 01 |202 |oe |PA@NAINENACAN e nunjang urusan umian dokumen LAY | dan tunjangan ASN serta |25 0 100 % 4 Dokumen |100 % 15,000,000{ - ™™ 17,250,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja . ,SPIP,LKPJ,Penetapan Kinerja Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah penyusunan laporan OPD .
SKPD Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
. .. |Puluh Kota, Transfer
Penyusunan Laporan Persentase pelaksanaan Jumlah Laporan Keuandan Persentase penyediaan gaji Sem Umum
2 |13 |01 ]2.02 |07 [Keuangan penunjang urusan umian Laporan feuanga dan tunjangan ASN serta emua 100 % 1 Dokumen [100 % 3,000,000 Y 3,450,000
. Semesteran Kecamatan, Dana
Bulanan/Semesteran Pemerintahan Daerah penyusunan laporan OPD .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
. .. |Puluh Kota, Transfer
Penyusunan Pelaporan Persentase pelaksanaan Jumlah Laporan Keuangan Persentase penyediaan gaji Semua Umum -
2 |13 o1 202 |09 y ~'ap penunjang urusan ah Lap 93" | dan tunjangan ASN serta 100 % 1 Dokumen [100 % 5,000,000 5,750,000
Keuangan Akhir Tahun . Akhir tahun Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah penyusunan laporan OPD .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/181/46?U554P9Z2YWuFOWMIiTFIDL/Is7UFtDJHJ1DO38wyMlhig= 1/9
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan . R L . L
Kode Pemerintahan Daerah . . . . Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber sata:an Target Capaian Kinerja Kebutuhan. Dafia/
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Ou?put Proaram Keluaran Hasil (Rp.) Dana enting Tolok Ukur Taraet Pagu Indikatif
g . . g
Kegiatan Kegiatan | Kegiatan (Rp.)
2 (13 |01 2.03 Administrasi Umum 1,691,872,274 0
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
P di J Surat Persentase pelaksanaan p ¢ lak S U
2 |13 01 203 |01 | EnYedtaanfasasura penunjang urusan Jumlah dokumen dan surat | o o o€ pelaksanaan emua 100 % 12Bulan  [100% 2,265,000/ > 2,604,750
Menyurat . administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Penyediaan Jasa Persentase pelaksanaan Jumlah Pembayaran p ¢ lak zumh Kota, Lransfer
2 (13 |01 2.03 |02 [Komunikasi, Sumber Daya |penunjang urusan rekening telepon listrik ,air ers.en. ase pe aksanaan emua 100 % 12 Bulan 100 % 34,655,000 mum 39,853,250
. L . . administrasi umum Kecamatan, Dana
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah dan internet .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pelaksanaan Jumlah kelengkapan kantor [Persentase pelaksanaan Semua Umum -
2 |13 o1 |2.03 |03 y penunjang urusan kelengkap cntase p 100 % 12Bulan  [100 % 12,050,000 13,857,500
dan Perlengkapan Kantor . yang diadakan administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
P di J Persentase pelaksanaan Jumlah OB yang dibayar p ¢ lak :uluh Kota, ’lI'Jransfer
2 |13 01 203 |o7 | EMYediaan‘asa penunjang urusan honornya dan jumlah hari | c oo as€ Pelaksanaan emua 100 % 12Bulan  [100% 372,700,000| > "™ 428,605,000
Administrasi Keuangan . . . administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah kerja THL yang dibayarkan .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
p di Jasa Perbaik Persentase pelaksanaan Rata-rat . lat p ¢ lak S u
2 |13 01 203 |og |-EMYeciaanasarerbakan |, njang urusan ata-rata servis peraiatan | Fersentase pelaksanaan emua 100 % 12Bulan  |100 % 5,000,000{ > ™ 5,750,000
Peralatan Kerja . kantor administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
Penyediaan Alat Tulis Persentase pelaksanaan Persentase pelaksanaan Semua Umum -
2 [13 |01 2.03 10 y penunjang urusan Jumlah ATK yang diadakan o p 100 % 12 Bulan 100 % 40,333,274 46,383,265
Kantor . administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
. Puluh Kota, Transfer
P di B Persentase pelaksanaan Jumlah Jenis Barang yang p ¢ lak S U
2 |13 o1 203 |11 | EnYediaan Barang penunjang urusan dicetak Jumlah Lembar ersentase pelaksanaan emua 100 % 12Bulan  [100% 40,000,000~ U™ 46,000,000
Cetakan dan Penggandaan . administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah penggandaan .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Penyediaan Komponen Puluh Kota, Transfer
Instalasi Persentase pelaksanaan Jurniah alat listrik p ¢ lak S U
2 |13 o1 203 |12 |7 penunjang urusan umian alat istricyang ersentase pelaksanaan emua 100 % 12Bulan  [100% 3,500,000{ > ™ 4,025,000
Listrik/Penerangan . diadakan administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Bangunan Kantor Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
P di Peralatan d Persentase pelaksanaan Jumlah peralatan dan p ¢ lak EUIUh Kota, Lransfer
2 |13 |01 (2.03 |13 enyediaan reralatan dan penunjang urusan perlengkapan kantor yang ersrlen. ase Pe axsanaan emua 100 % 12 Bulan 100 % 5,000,000 mum 5,750,000
Perlengkapan Kantor . . administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah diadakan .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/181/46?U554P9Z2YWuFOWMIiTFIDL/Is7UFtDJHJ1DO38wyMlhig= 2/9



7/24/2020

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan - T t Capaian Kineri Catat T ¢ Capaian Kineri
Kode Pemerintahan Daerah c b el « Hasil K (I;oka5| arget Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber p:ni':; arget Capaian Kinerja Kepbutull'la: kDanfa/
. apaian Program eluaran Kegiatan asil Kegiatan utput i I agu Indikati
Dan Program/ Kegiatan Keai Program Kelu.aran H?SII (Rp.) Dana Tolok Ukur Target R
egiatan Kegiatan | Kegiatan (Rp.)
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
Penyediaan Peralatan Persentase pelaksanaan Jumlah Peralatan rumah Persentase pelaksanaan Semua Umum -
2 113 |01 2.03 |14 y penunjang urusan o o |O 100 % 12 Bulan 100 % 23,600,000 27,140,000
Rumah Tangga . tangga yang disediakan administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
Penyediaan Bahan Logistik | cTiase Pelaksanaan 1, 1 b ahan logistik kantor | Persentase pelak s u
2 |13 01 [203 |16 | CrYeiaan Banan togistiK |, o nunjang urusan umian bahan logistik kantor) Fersentase pelaksanaan emua 100 % 12Bulan  [100 % 10,000,000{ - ™M™ 11,500,000
Kantor . yang diadakan administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
. . Puluh Kota, Transfer
Penvediaan Makanan dan Persentase pelaksanaan Jumlah porsi makan minum Persent laksanaan Sem Umum
2 |13 o1 203 |17 |TEryeciaanMakanandan .0 unjang urusan rapat dan tamu yang ersentase pelaksanaa emua 100 % 12Bulan  [100% 55,410,000( - 63,721,500
Minuman . - administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah disediakan .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Rapat-Rapat Kordinasi d Persentase pelaksanaan Jumlah OH yang mengikuti p ‘ lak :uluh Kota, Lransfer
2 |13 |01 203 |18 |"aPatTapatordinasidan . niang urusan rapat koordinasi dan ersentase pelaksanaan emua 100 % 12Bulan  [100 % 255,000,000{ > "™ " 293,250,000
Konsultasi ke Luar Daerah . . administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah konsultasi .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
P d Kend Persentase pelaksanaan Jumlah kend dad p ‘ lak S U
2 |13 |01 203 |20 |ISM9adaanfendaraan o enunjang urusan urmian kendaraan roda dua ) Fersentase pelaksanaan emua 100 % 1 Unit 100 % 380,000,000| > ™ 437,000,000
Dinas/Operasional . dan Roda 4 yang diadakan [administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Penaadaan Perlenakapan Persentase pelaksanaan Jumlah Paket Perlengkapan Persent laksanaan :u::h Kota, ;I'Jr:lns;er
2 |13 |01 ]2.03 |22 engadaan reriengkapa penunjang urusan Gedung Kantor yang € S? .ase Pea sanaa emua 100 % 10 Paket 100 % 20,000,000 Y 23,000,000
Gedung Kantor . . administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah diadakan .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
P d Peralat Persentase pelaksanaan Jurmiah Laptop K ‘ p ‘ lak S U
2 |13 |01 203 |24 |"EM9adaan reraiatan penunjang urusan umian taptop fomputer | Fersentase pelaksanaan emua 100 % 6 Paket 100 % 71,000,000{ > U™ 81,650,000
Gedung Kantor . PC, Printer administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
Persentase pelaksanaan Jumlah mebel p ‘ lak S U
2 |13 [01 [203 |25 |Pengadaan Mebeleur penunjang urusan umian mebeleuryang ersentase pelaksanaan emua 100 % 4 Paket 100 % 49,600,000~ "™ 57,040,000
. diadakan administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Pemeliharaan Persentase pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Persent laksanaan :u::h Kota, erins;er
2 |13 |01 [2.03 |28 [Rutin/Berkala Gedung penunjang urusan Pemeliharaan Gedung € S? .ase Pea sanaa emua 100 % 1 Paket 100 % 20,000,000 Y 23,000,000
. administrasi umum Kecamatan, Dana
Kantor Pemerintahan Daerah Kantor .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/181/46?U554P9Z2YWuFOWMIiTFIDL/Is7UFtDJHJ1DO38wyMlhig=

3/9



7/24/2020

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan - - . - .
Kode Pemerintahan Daerah . . . . Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber sata:an Target Capaian Kinerja Kebutuhan. Dafia/
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Ou?put Proaram Keluaran Hasil (Rp.) Dana enting Tolok Ukur Taraet Pagu Indikatif
K g . . g R
egiatan Kegiatan | Kegiatan (Rp.)
Kab. Lima Dana
. Puluh Kota, Transfer
Pemeliharaan Persentase pelaksanaan Jumlah Kali i< kend p ¢ lak S u
2 |13 [01 [203 |30 |Rutin/Berkala Kendaraan |penunjang urusan umian kall servis kendaraan | Fersentase pelaksanaan emua 100 % 75 Kegiatan |100 % 175,000,000~ "™ 201,250,000
. . . roda 4 dan roda 2 administrasi umum Kecamatan, Dana
Dinas/Operasional Pemerintahan Daerah .
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Pemeliharaan . Puluh Kota, Transfer
Rutin/Berkal Persentase pelaksanaan Jumlah pekerjaan p X lak S U
2 |13 |01 203 |32 |UhrVBerkaa penunjang urusan Pemeliharaan Perlengkapan | oo ooc PelaKsanaan emua 100 % 10 Kegiatan [100 % 7,200,000/ 2™ 8,280,000
Perlengkapan Gedung . administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah gedung kantor .
Kantor Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
Pemeliharaan Persentase pelaksanaan Jumlah Pekerjaan Persent laksanaan Sem Umum
2 |13 o1 203 |35 |-emeinarea penunjang urusan umian rexeraa ersentase pelaksanaa emua 100 % 1 Paket 100 % 9,559,000 > 10,992,850
Rutin/Berkala Mebeleur . Pemeliharaan mebeleur administrasi umum Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah X
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Puluh Kota, Transfer
Rehabilitasi Sedang/Berat Persentase pelaksanaan Jumlah Pekerjaan rehab Persentase pelaksanaan Semua Umum -
2 113 |01 2.03 |38 9 penunjang urusan ) o |O 100 % 1 Paket 100 % 100,000,000 115,000,000
Rumah Gedung Kantor Pemerintahan Daerah berat/sedang gedung kantor|administrasi umum Kecamatan, Dana
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
2 |13 |01 (2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 134,000,000 0
Kab. Lima Dana
Persentase pelaksanaan Puluh Kota, Transfer
p d Pakaian Di Persentase pelaksanaan Jurniah stel pakaian di inakatan disiolin d S u
2 |13 |01 204 |02 |"EM9adaan FakalANLNGS .0 njang urusan umian stel pakaian dinas | peningkatan disipiin dan emua 100 % 88 Stel 100 % 66,000,000{ ~"4'™ 75,900,000
Beserta Perlengkapannya . yang diadakan kapasitas sumber daya Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
aparatur Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
Persentase pelaksanaan Puluh Kota, Transfer
Pendidikan dan Pelatihan Persentase pelaksanaan Jumlah ASN yang mengikuti [peningkatan disiplin dan Semua Umum -
2 |13 o1 204 |09 penunjang urusan ‘ yang mengikut |pening P 100 % 40rang  [100% 22,000,000 25,300,000
Formal . Diklat kapasitas sumber daya Kecamatan, Dana
Pemerintahan Daerah .
aparatur Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Kab. Lima Dana
s . Persentase pelaksanaan Puluh Kota, Transfer
Bimbingan Teknis Persentase pelaksanaan Jumlah ASN ikuti inakatan disiolin d S U
2 |13 [01 [204 |11 |implementasi Peraturan  |penunjang urusan um'a yang mengikuti | peningkatan disipiin dan emua 100 % 460rang  |100 % 46,000,000~ U™ 52,900,000
. BIMTEK kapasitas sumber daya Kecamatan, Dana
Perundang-undangan Pemerintahan Daerah .
aparatur Semua Alokasi
Kelurahan Umum
2 |13 |02 PROGRAM PENATAAN DESA 165,000,000
2 |13 |02 |2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 165,000,000
Kab. Lima Dana
p k . . lah Puluh K Transf
Pembhentu an Persentase Desa/Nagari Jumlah nagari yang iUT a.l.tde.sa y:nkg Su uh Kota, Urans e
2 113 |02 201 [o1 [CENgnapusan, yang difasilatasi dalam terfasilitasi untuk ertasiitast untu emua 25% 2Nagari |2 Nagari 90,000,000{ ~™™ 103,500,000
Penggabungan, dan . pembentukan dan penataan |Kecamatan, Dana
Penataan Desa pembentukan Nagari . .
Perubahan Status Desa wilayah Semua Alokasi
Kelurahan Umum
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7/24/2020

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan - T t Capaian Kineri Catat T ¢ Capaian Kineri
Kode Pemerintahan Daerah Lokasi arget Capalan Kinerja Pagu Indikatif Sumber a a.an arget Capailan Kinerja Kebutuhan Dana/
. Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil Penting Pagu Indikatif
Dan Program/ Kegiatan Keai Program ) ) (Rp.) Dana Tolok Ukur Target R
egiatan Kegiatan | Kegiatan (Rp.)
Kab. Lima Dana
Fasilitasi Tata Wilavah Persentase Desa/Nagari Jumlah nagari yang iurPIaITItde.sa y:nkg EUIUh Kota, Lransfer
2 |13 |02 (2.01 |02 astitast fata ¥iraya yang difasilatasi dalam terfasilitasi dalam penetapan erfastiitast untu emua 25% 2 Nagari 2 Nagari 75,000,000 mum - 86,250,000
Desa . |[pembentukan dan penataan [Kecamatan, Dana
Penataan Desa dan penegasan batas Nagari | . .
wilayah Semua Alokasi
Kelurahan Umum
2 (13 |03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 20,000,000
2 |13 |03 |2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 20,000,000
Kab. Lima Dana
Fasilitasi Keri Ant Persentase Yang Tertasilatasi Jumlah ker tar d ilufn]lali dgsda/lnagarl yang :uluh Kota, 'lI'Jransfer
2 [13 |03 [201 |01 [2S"M@stReNasamanntar \pn .o dalam Meningkatkan |0 o <eHasama antardesa) ditasiitasi daiam emua 20% 1 kerjasama |20 % 20,000,000( -~ "™ 23,000,000
Desa . yang terfasilitasi meningkatkan kerja sama Kecamatan, Dana
Kerjasama antar Desa .
antar desa Semua Alokasi
Kelurahan Umum
2 (13 |04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 880,000,000
2 |13 |04 |2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 880,000,000
Jumlah nagari yang
terfasilitasi dalam
penyusunan produk hukum
Jumlah evaluasi rancangan |desa, penyusunan
peraturan nagari tentang perencanaan pembangunan
' APBNagari tepat waktu di desa, pengelolaan keuangan Kab. Lima Dana
Persentasea Desa/Nagari kecamatan dan aset desa,
I - . . Puluh Kota, . Transfer
Fasilitasi Penyusunan yang dibina dan diawasi Jumlah pedoman dan penyelengaraan Semua 79 Nagari Umum -
2 [13 |04 |2.01 |03 [Perencanaan dalam Penyelenggaraan regulasi nagari dalam musyawarah desa, evaluasi Kecamatan 34 % 8 Buah 34 % 153,000,000 Dana 175,950,000
Pembangunan Desa Adminitrasi Pemerintahan bentuk Peraturan Bupati dan|dan pengawasan peraturan Semua ' 100 % Alokasi
Desa Keputusan Bupati desa, pembinaan dan
. Kelurahan Umum
Persentase Jumlah Nagari pemberdayaan BUM Desa
Yang Menetapkan RKP dan lembaga kerja sama
Tepat waktu antar desa, fasilitasi
penyusunan profil desa, dan
evaluasi perkembangan
desa
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7/24/2020

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan ) T t Capaian Kineri Catat T ¢ Capaian Kineri
Kode Pemerintahan Daerah Lokasi arget Capalan Kinerja P Indikatif S b a a.an arget Capailan Kinerja Kebutuhan Dana/
Dan P Keai Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil agu nalkats umber Penting Pagu Indikatif
an Program/ Kegiatan Kegiat Program ) i (Rp.) Dana Tolok Ukur Target R
giatan Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Jumlah aparatur
pemerintahan nagari yang
terlatih dalam pengelolaan
keuangan nagari
Jumlah evaluasi rancangan
peraturan nagari tentang
LKPJ Nagari tepat waktu Jumlah nagari yang
Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam
mengikuti Bimtek penyusunan produk hukum
pengelolaan aset dan desa, penyusunan
kekayaan nagari berbasis perencanaan pembangunan
' aplikasi desa, pengelolaan keuangan Kab. Lima Dana
Persentasea Desa/Nagari Persentase pelaksanaan dan aset desa, Puluh Kota 184 orang Transfer
I yang dibina dan diawasi Koordinasi, Monitoring dan |penyelengaraan ' 79 Nagari
Fasilitasi Pengelolaan . . |Semua . Umum -
2 |13 |04 (2.01 |04 dalam Penyelenggaraan evaluasi Program musyawarah desa, evaluasi 34 % 79 Nagari 34 % 347,000,000 399,050,000
Keuangan dan Aset Desa L ! X Kecamatan, Dana
Adminitrasi Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat |dan pengawasan peraturan Semua 75 % Alokasi
Desa dan Pembangunan Nagari  [desa, pembinaan dan 20 %
Kelurahan Umum
yang pendanaanya pemberdayaan BUM Desa
bersumber dari DD dan ADD |dan lembaga kerja sama
serta terlaksananya antar desa, fasilitasi
pencegahan, pengawasan  |penyusunan profil desa, dan
dan penanganan evaluasi perkembangan
permasalahan Dana Desa desa
sesuai perjanjian kerjasama
antara Kemendes dan PTT,
Kemendagri dan Kepolisian
RI
Persentase pembinaan serta
pemantauan Dana desa
Jumlah nagari yang
terfasilitasi dalam
penyusunan produk hukum
desa, penyusunan
Jumlah nagari yang Zerencanaarlw yloembkangunan
) terfasilitasi dalam ©sa pengeiolaan keuangan | oy |ima Dana
Persentasea Desa/Nagari . dan aset desa,
. . o . . pembinaan penataan Puluh Kota, Transfer
Peningkatan Kapasitas yang dibina dan diawasi o . . penyelengaraan
8 administrasi pemerintahan . [Semua 15 % Umum -
2 |13 |04 (2.01 |05 [Pemerintahan Desa dan dalam Penyelenggaraan . musyawarah desa, evaluasi 34 % 34 % 115,000,000 132,250,000
o ! X nagari Kecamatan, 79 orang Dana
BPD Adminitrasi Pemerintahan . . dan pengawasan peraturan .
Jumlah Wali Nagari yang . Semua Alokasi
Desa 0o desa, pembinaan dan
mengikuti Rapat Kelurahan Umum
. . pemberdayaan BUM Desa
Koordinasi/Rapat Kerja .
dan lembaga kerja sama
antar desa, fasilitasi
penyusunan profil desa, dan
evaluasi perkembangan
desa
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Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

Kode

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2021

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi
Output
Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Program

Pagu Indikatif

Hasil (Rp.)

Kegiatan

Keluaran
Kegiatan

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Tolok Ukur (Rp.)

Target

04 |2.01

Fasilitasi Penyelenggaraan
Musyawarah Desa

Persentasea Desa/Nagari
yang dibina dan diawasi
dalam Penyelenggaraan
Adminitrasi Pemerintahan
Desa

Jumlah Nagari yang
Terfasiltasi dalam
Pelaksanaan Musyawarah
Desa

Jumlah nagari yang
terfasilitasi dalam
penyusunan produk hukum
desa, penyusunan
perencanaan pembangunan
desa, pengelolaan keuangan
dan aset desa,
penyelengaraan
musyawarah desa, evaluasi
dan pengawasan peraturan
desa, pembinaan dan
pemberdayaan BUM Desa
dan lembaga kerja sama
antar desa, fasilitasi
penyusunan profil desa, dan
evaluasi perkembangan
desa

Kab. Lima
Puluh Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

34 %

00 34 % 0

Dana
Transfer
Umum -
Dana
Alokasi
Umum

04 |2.01

Evaluasi dan Pengawasan
Peraturan Desa

Persentasea Desa/Nagari
yang dibina dan diawasi
dalam Penyelenggaraan
Adminitrasi Pemerintahan
Desa

Jumlah Produk Hukum
Nagari yang dievaluasi pada
tahun berjalan

Jumlah nagari yang
terfasilitasi dalam
penyusunan produk hukum
desa, penyusunan
perencanaan pembangunan
desa, pengelolaan keuangan
dan aset desa,
penyelengaraan
musyawarah desa, evaluasi
dan pengawasan peraturan
desa, pembinaan dan
pemberdayaan BUM Desa
dan lembaga kerja sama
antar desa, fasilitasi
penyusunan profil desa, dan
evaluasi perkembangan
desa

Kab. Lima
Puluh Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

34 %

79 Pernag (34 % 40,000,000

Dana
Transfer
Umum -
Dana
Alokasi
Umum

46,000,000

04 |2.01

Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM Desa
dan Lembaga Kerja sama
antar Desa

Persentasea Desa/Nagari
yang dibina dan diawasi
dalam Penyelenggaraan
Adminitrasi Pemerintahan
Desa

Persentase Badan Usaha
Milik Nagari yang aktif

Jumlah nagari yang
terfasilitasi dalam
penyusunan produk hukum
desa, penyusunan
perencanaan pembangunan
desa, pengelolaan keuangan
dan aset desa,
penyelengaraan
musyawarah desa, evaluasi
dan pengawasan peraturan
desa, pembinaan dan
pemberdayaan BUM Desa
dan lembaga kerja sama
antar desa, fasilitasi
penyusunan profil desa, dan
evaluasi perkembangan
desa

Kab. Lima
Puluh Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

34 %

95 % 34 % 45,000,000

Dana
Transfer
Umum -
Dana
Alokasi
Umum

51,750,000
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan . . . .
Kode Pemerintahan Daerah Lokasi Target Capaian Kinerja P indilatif Sumb Catatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil agu nalkats umber Penting Pagu Indikatif
9 9 Keai Program ) i (Rp.) Dana Tolok Ukur Target R
egiatan Kegiatan | Kegiatan (Rp.)
Jumlah nagari yang
terfasilitasi dalam
penyusunan produk hukum
desa, penyusunan
perencanaan pembangunan
. 4 desa, pengelolaan keuangan Kab. Lima Dana
Persentasea Desa/Nagari Jumlah Nagari yang dan aset desa,
Penyelenggaraan o . . - Puluh Kota, Transfer
- yang dibina dan diawasi Melaksanakan Pemilihan, |penyelengaraan
Pemilihan, Pengangkatan . |Semua . Umum -
2 |13 |04 (2.01 |09 . dalam Penyelenggaraan Pengangkatan dan musyawarah desa, evaluasi 34 % 18 Nagari 34 % 50,000,000 57,500,000
dan Pemberhentian Kepala . ) X . Kecamatan, Dana
Desa Adminitrasi Pemerintahan Pembenhentian Kepala dan pengawasan peraturan Semua Alokasi
Desa desa/ Wali Nagari desa, pembinaan dan
Kelurahan Umum
pemberdayaan BUM Desa
dan lembaga kerja sama
antar desa, fasilitasi
penyusunan profil desa, dan
evaluasi perkembangan
desa
Jumlah nagari yang
terfasilitasi dalam
Jumlah Nagari dengan penyusunan produk hukum
Status Berkembang dan desa, penyusunan
Cepat Berkembang perencanaan pembangunan
. Terlaksananya evaIuasA| 4 desa, pengelolaan keuangan Kab. Lima Dana
Persentasea Desa/Nagari perkembangan Nagari di 79 |dan aset desa, Puluh Kota Transfer
Fasilitasi Penyusunan Profil |yang dibina dan diawasi Nagari, Status penyelengaraan Semua ' 79 Nagari Umum -
2 |13 |04 |2.01 |11 |Desa dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan perkembangan Nagari pada |musyawarah desa, evaluasi Kecamatan 34 % 95 % g 34 % 130,000,000 Dana 149,500,000
Perkembangan Desa Adminitrasi Pemerintahan |79 Nagari, Terlaksananya dan pengawasan peraturan Semua ' ? Alokasi
Desa lomba Nagari Tk Kab (13 desa, pembinaan dan
. e Kelurahan Umum
Nagari), Terfasilitasinya pemberdayaan BUM Desa
lomba Nagari Tk Provinsi (1 |dan lembaga kerja sama
Nagari), Terikutinya antar desa, fasilitasi
PINDESKEL Tk Nasional penyusunan profil desa, dan
evaluasi perkembangan
desa
2 |13 |05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1,250,000,000 0
2 113 los |01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan 1.250.000.000 0
' Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota e
. Kab. Lima Dana
Jumlah pembinaan lembaga
e . Persentase Pelaksanaan Persentase pelaksanaan Puluh Kota, Transfer
Identifikasi dan Kegiatan Peningkat adat dan bertambahnya kegiat inakat S U
2 |13 |05 [2.01 |01 [Inventarisasi Masyarakat eglatan Feningkatan wawasan anggota lembaga egratan peningkatan emua 42 % 1 kegiatan |42 % 30,000,000 mum 34,500,000
keberdayaan masyarakat ; keberdayaan masyarakat Kecamatan, Dana
Hukum Adat d adat se-kab Lima Puluh Kota q S Alokasi
pedesaan (Lembaga Adat Aktif) pedesaan emua okasi
Kelurahan Umum
Jumlah lembaga yang
menerima hibah (LKAAM) 1 lembada
Jumlah pembinaan dan . 9
berd kad Kab. Lima 549 Dana
Persentase Pelaksanaan pemberdayaan kader Persentase pelaksanaan Puluh Kota, posyandu Transfer
Kelembagaan Masyarakat . . posyandu . .
Kegiatan Peningkatan . kegiatan peningkatan Semua 93 Umum -
2 |13 |05 2.01 (02 Desa dan Masyarakat Jumlah pembinaan 42 % 42 % 870,000,000 1,000,500,000
keberdayaan masyarakat . keberdayaan masyarakat Kecamatan, kelompok Dana
Hukum Adat kelompok PKK se-Kab Lima .
pedesaan puluh Kot pedesaan Semua 79 KPM Alokasi
uiuh Rota . Kelurahan 450 siswa Umum
Jumlah pembinaan lembaga D
adat dan fasilitasi KKN
Jumlah pembinaan PMTAS

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/181/46?U554P9Z2YWuFOWMIiTFIDL/Is7UFtDJHJ1DO38wyMlhig=
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.07.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
code Ur’r:;zr:{nlilac:‘aar:‘ng::::in N . . . Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber ﬁatafan Target Capaian Kinerja Kebutuhan. Da'_“"/
Dan Program/ Kegiatan apaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Output Pro Keluaran Hasil (Rp.) Dana enting Tolok Uk Taraet Pagu Indikatif
Kegiatan gram Kegiatan | Kegiatan ’ olok Hkur arge (Rp.)
Jumlah LPM aktif
Jumlah nagari yang akan
melaksanakan pencanangan
BBGRM
Jumlah pelaksanaan
pelatihan KPMD
Jumlah pembinaan serta Kab. Lima 79 LPM Dana
Persentase Pelaksanaan penilaian kepada BP-SPAMS |Persentase pelaksanaan Puluh Kota, 79 nagari Transfer
> 113 los |01 o3 Peningkatan Kapasitas Kegiatan Peningkatan dan monev kelembagaan kegiatan peningkatan Semua 1 kegiatan 2% 265,000,000 Umum - 304,750,000
Kelembagaan keberdayaan masyarakat KPP-FASUM keberdayaan masyarakat Kecamatan, 108 Dana
pedesaan Jumlah rakor P3MD yang pedesaan Semua kelompok Alokasi
dilaksanakan terkait Kelurahan 85 % Umum
pendampingan kegiatan
pemberdayaan masyarakat
dan pelaksanaan UU No 6
tentang Desa, serta jumlah
pelaksanaan monev
lembaga ekonomi pedesaan
Kab. Lima Dana
Persentase Pelaksanaan Jumlah gelar TTG yang Persentase pelaksanaan Puluh Kota, Transfer
> 113 los |201 los Fasilitasi Pemanfaatan Kegiatan Peningkatan diikuti kegiatan peningkatan Semua 3 kegiatan 2% 85,000,000 Umum - 97,750,000
Teknologi Tepat Guna keberdayaan masyarakat Jumlah Posyantek yang keberdayaan masyarakat Kecamatan, 9 posyantek Dana
pedesaan terbentuk pedesaan Semua Alokasi
Kelurahan Umum

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/181/46?U554P9Z2YWuFOWMIiTFIDL/Is7UFtDJHJ1DO38wyMlhig=
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Lembar 1 dari 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

dicetak, jumlah lembar
penggandaan

Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
. Targe} Ca.palan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targe‘t (:a‘palan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi Kinerja Kinerja
0.00.00.01. Program Pelayanan Tingkat Pelayanan 32% 859,513,274.00 945,464,600.00
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah dokumen dan surat 12 bulan 2,265,000.00 12 bulan 2,491,500.00
menyurat
Jumlah dokumen dan surat Dinas Pemberdayaan 12 Bulan 2,265,000.00(  ApBDKAB RUTIN OPD 2,491,500.00
Masyarakat dan
Desa/Nagari Kabupaten
Lima Puluh Kota
0.00.00.01.02 Penyediaan jasa Jumlah Pembayaran Rekening 12 Bulan 34,655,000.00 12 Bulan 38,120,500.00
komunikasi, sumber daya air Telepon, Listrik, Air dan
dan listrik Internet
Jumlah pembayaran rekening DPMD/N 12 Bulan 34,655,000.00( ApBDKAB | RUTIN OPD 38,120,500.00
telepon, listrik, air dan
internet
0.00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan Jumlah Kelengkapan Kantor 12 Bulan 12,050,000.00 12 Bulan 13,255,000.00
dan perlengkapan kantor yang Diadakan
Jumlah kelengkapan kantor DPMD/N 12 Bulan 12,050,000.00( ApBDKAB | RUTIN OPD 13,255,000.00
yang diadakan
0.00.00.01.07 Penyediaan jasa Jumlah OB Yang Dibayar 12 Bulan 372,700,000.00 12 Bulan 409,970,000.00
administrasi keuangan Honornya dan Jumlah Hari
Kerja THL yang Dibayarkan
Jumlah OB yang dibayar DPMD/N 12 Bulan 372,700,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 409,970,000.00
honornya dan jumlah hari
kerja THL yang dibayarkan
0.00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Rata-rata Service Peralatan 12 Bulan 5,000,000.00 12 Bulan 5,500,000.00
peralatan kerja Kantor
Rata-rata servis peralatan DPMD/N 12 Bulan 5,000,000.00( ApBDKAB | RUTIN OPD 5,500,000.00
kantor
0.00.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Diadakan 12 Bulan 40,333,274.00 12 Bulan 44,366,600.00
Jumlah ATK yang diadakan DPMD/N 12 Bulan 40,333,274.00| APBDKAB | RUTIN OPD 44,366,600.00
0.00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan Jumlah jenis barang yang 12 Bulan 40,000,000.00 12 Bulan 44,000,000.00
dan penggandaan dicetak, jumlah lembar
penggandaan
Jumlah, jenis barang yang DPMD/N 12 Bulan 40,000,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 44,000,000.00




NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Lembar 2 dari 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

printer

Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
. Targevt Ca.palan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana TargeF Cépalan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi Kinerja Kinerja

0.00.00.01.12 Penyediaan komponen Jumlah alat listrik yang 12 Bulan 3,500,000.00 12 Bulan 3,850,000.00
instalasi diadakan
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah alat listrik yang DPMD/N 12 Bulan 3,500,000.00( APBDKAB | RUTIN OPD 3,850,000.00
diadakan

0.00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan dan 12 Bulan 5,000,000.00 12 Bulan 5,500,000.00
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang

diadakan

Jumlah peralatan dan DPMD/N 12 Bulan 5,000,000.00|  APBDKAB | RUTIN OPD 5,500,000.00
perlengkapan kantor yang
diadakan

0.00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah Jumlah peralatan rumah tangga 12 Bulan 23,600,000.00 12 Bulan 25,960,000.00
tangga yang diadakan
Jumlah peralatan rumah tangga DPMD/N 12 Bulan 23,600,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 25,960,000.00
yang disediakan

0.00.00.01.16 Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik 12 Bulan 10,000,000.00 12 Bulan 11,000,000.00
kantor kantor yang diadakan
Jumlah bahan logistik kantor DPMD/N 12 Bulan 10,000,000.00( ApBDKAB | RUTIN OPD 11,000,000.00
yang diadakan

0.00.00.01.17 Penyediaan makanan dan Jumlah porsi makan minum 12 Bulan 55,410,000.00 12 Bulan 60,951,000.00
minuman rapat dan tamu yang diadakan
Jumlah porsi makan dan minum DPMD/N 12 Bulan 55,410,000.00| ApPBDKAB | RUTIN OPD 60,951,000.00
rapat dan tamu yang diadakan

0.00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah OH yang mengikuti rapat 12 Bulan 255,000,000.00 12 Bulan 280,500,000.00
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi
Jumlah OH yang mengikuti rapat DPMD/N 12 Bulan 255,000,000.00|  APBDKAB | RUTIN OPD 280,500,000.00
koordinasi dan konsultasi

0.00.00.02. Program Peningkatan Tingkat ketersediaan sarana 43% 832,359,000.00 1,315,160,000.00
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur
Aparatur

0.00.00.02.05 Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan roda dua dan 4 unit 380,000,000.00 4 Unit 495,000,000.00
dinas/operasional roda empat yang diadakan
Jumlah kendaraan roda 2 dan DPMD/N 1 Unit 380,000,000.00|  APBDKAB | RUTIN OPD 495,000,000.00
roda 4 yang diadakan

0.00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan Jumlah paket perlengkapan 10 paket 20,000,000.00 10 paket 22,000,000.00
gedung kantor gedung kantor yang diadakan
Jumlah paket perlengkapan DPMD/N 10 Paket 20,000,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 22,000,000.00
gedung kantor yang diadakan

0.00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung Jumlah laptop, komputer PC, 6 paket 71,000,000.00 6 paket 78,100,000.00
kantor printer
Jumlah laptop, komputer PC, DPMD/N 6 Paket 71,000,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 78,100,000.00




NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Lembar 3 dari 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
Lokasi Targ:itn(;z;;alan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ:itn(;:p;alan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

0.00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 4 paket 49,600,000.00 4 paket 54,560,000.00
Jumlah mebeleur yang diadakan DPMD/N 4 Paket 49,600,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 54,560,000.00

0.00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pelaksanaan 1 paket 20,000,000.00 1 paket 39,000,000.00
gedung kantor pemeliharaan gedung kantor
Jumlah pelaksanaan DPMD/N 1 Paket 20,000,000.00|  APBDKAB | RUTIN OPD 39,000,000.00
pemeliharaan gedung kantor

0.00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kali servis kendaraan 75 kegiatan 175,000,000.00 75 kegiatan 308,000,000.00
kendaraan roda 4 dan roda 2
dinas/operasional
Jumlah kali servis kendaraan DPMD/N 75 Kegiatan 175,000,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 308,000,000.00
roda 2 dan roda 4

0.00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pekerjaan pemeliharaan 10 kegiatan 7,200,000.00 10 kegiatan 33,000,000.00
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor
Jumlah pekerjaan pemeliharaan DPMD/N 10 Kegiatan 7,200,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 33,000,000.00
perlengkapan gedung kantor

0.00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pekerjaan pemeliharaan 1 paket 9,559,000.00 1 paket 10,500,000.00
mebeleur mebeleur
Jumlah pekerjaan pemeliharaan DPMD/N 1 Paket 9,559,000.00|  APBDKAB | RUTIN OPD 10,500,000.00
mebeleur

0.00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat Jumlah pekerjaan rehab 1 paket 100,000,000.00 1 paket 275,000,000.00
gedung kantor berat/sedang gedung kantor
Jumlah pekerjaan rehab DPMD/N 1 Paket 100,000,000.00|  APBDKAB | RUTIN OPD 275,000,000.00
berat/sedang gedung kantor

0.00.00.03. Program Peningkatan Terlaksananya peningkatan 48% 66,000,000.00 0.00
Disiplin Aparatur disiplin pegawai

0.00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas Jumlah stel pakaian dinas yang 50 stel 66,000,000.00 0 0.00
beserta perlengkapannya diadakan
Jumlah stel pakaian dinas yang DPMD/N 110 Stel 66,000,000.00|  APBDKAB | RUTIN OPD 0.00
diadakan

0.00.00.05. Program Peningkatan Persentase peningkatan 67% 68,000,000.00 74,800,000.00
Kapasitas Sumber Daya Aparatur kapasitas sumber daya aparatur

0.00.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti 4 orang 22,000,000.00 4 0rang 24,200,000.00
formal diklat
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat DPMD/N 4 Orang 22,000,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 24,200,000.00

0.00.00.05.03 Bimbingan Teknis Jumlah ASN yang mengikuti 46 orang 46,000,000.00 50 orang 50,600,000.00
Implementasi Peraturan BIMTEK
Perundang-undangan
Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek DPMD/N 46 Orang 46,000,000.00| APBDKAB | RUTIN OPD 50,600,000.00
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Lembar 4 dari 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
Lokasi Targ:itn(;z;;alan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ:itn(;:p;alan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.06. Program Peningkatan Tingkat perkembangan sistem 67% 81,500,000.00 92,150,000.00
Pengembangan Sistem pelaporan
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
0.00.00.06.01 Penyusunan laporan Jumlah dokumen LKjIP,SPIP, 10 dokumen 50,000,000.00 11 dokumen 55,000,000.00
capaian kinerja dan ikhtisar LKPJ, SPBE, Penetapan Kinerja,
realisasi kinerja SKPD Laporan Bulanan, Laporan
Adm
Jumlah dokumen LKjIP, SPIP, LKPJ, DPMD/N 10 Dokumen 50,000,000.00 APBDKAB | RUTIN OPD 55,000,000.00
SPBE, Penetapan Kinerja,
Laporan Bulanan, Laporan
Adminintrasi
0.00.00.06.02 Penyusunan laporan Jumlah laporan keuangan 1 dokumen 5,000,000.00 1 dokumen 8,000,000.00
keuangan semesteran semesteran
Jumlah laporan keuangan DPMD/N 1 Dokumen 5,000,000.00|  APBDKAB | RUTIN OPD 8,000,000.00
semesteran
0.00.00.06.04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan keuangan 1 dokumen 26,500,000.00 1 dokumen 29,150,000.00
keuangan akhir tahun akhir tahun
Jumlah laporan keuangan DPMD/N 1 Dokumen 26,500,000.00( APBDKAB | RUTIN OPD 29,150,000.00
akhir tahun
1.02.07.15. Program Peningkatan Persentase pelaksanaan 35% 810,000,000.00 2,163,502,000.00
Keberdayaan Masyarakat kegiatan peningkatan
Pedesaan keberdayaan masyarakat
pedesaan
1.02.07.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah pembinaan dan 549 posyandu, 120,000,000.00 549 posyandu 132,000,000.00
Organisasi Masyarakat pemberdayaan kader Posyandu, 450 siswa SD
Pedesaan Pembinaan PMTAS dan
fasilitasi KKN
Bimbingan Teknis Kader Tanjuang Bungo 20 Orang/Kader 1,200,000.00 Prioritas 0.00
Posyandu Nasional
pelatihan kader yandu dan jorong piobang 30 Orang/Kader 1,800,000.00 Prioritas 0.00
lansia ( berlaku untuk semua Nasional
jorong di nagari piobang)
Bimbingan teknis bagi kader Pauh Sangik 10 Orang/Kader 600,000.00 Prioritas 0.00
posyandu Nasional
pelatihan dan insentif kader Nagari Tanjung Pauh 10 Orang/Kader 600,000.00 Prioritas 0.00
posyandu Nasional
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Lembar 5 dari 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
Lokasi Targ:itn(;raj;;alan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ:itn(;:p;alan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Bimbingan Teknis Kader Nagari Pilubang 10 Orang/Kader 600,000.00 Prioritas 0.00
Posyandu se Nagari Pilubang Nasional
Pelatihan Kader Kesehatan Nagari Lubuak 15 Orang/Kader 900,000.00 Prioritas 0.00
Batingkok Nasional
Bimtek kader Posyandu Nagari Pandam gadang | 45 Orang/Kader 2,700,000.00 Prioritas 0.00
Nasional
Bimbingan Teknis Kader Nagari Suliki 40 Orang/Kader 2,400,000.00 Prioritas 0.00
Posyandu Ditujukan Untuk Nasional
Kader Posyandu Nagari Suliki
Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Gurun 15 Orang/Kader 900,000.00 Prioritas 0.00
Nasional
Jumlah pembinaan dan Kabupaten Lima Puluh 549 Posyandu 93,600,000.00|  ApPBDKAB Prioritas 132,000,000.00
pemberdayaan kader posyandu Kota Nasional
Jumlah pembinaan PMTAS Kabupaten Lima Puluh 450 Orang 0.00| ApBDKAB Prioritas 0.00
(pemberian makanan tambahan Kota Nasional
anak sekolah) siswa SD,
fasilitasi KKN
Bimtek Kader POSYANDU Nagari Sarilamak 45 Orang 2,700,000.00(  APBDKAB Prioritas 0.00
kecamatan Harau Nasional
Bimbingan teknis kader Kecamatan kpr IX dan 100 Orang 6,000,000.00  ApBDKAB Prioritas 0.00
posyandu Pangkalan Nasional
Pelatihan Kader Posyandu Kecamatan Gunuang 100 Orang 6,000,000.00  ApPBDKAB Prioritas 0.00
Omeh Nasional
1.02.07.15.02 Penyelenggaraan Jumlah pelaksanaan pelatihan 1 kegiatan, 25,000,000.00 1 kegiatan, 549 168,400,000.00
Pendidikan dan Pelatihan KPMD, jumiah kader posyandu kader, 79 KPM
Tenaga Teknis dan Masyarakat yang diberikan Bimtek untuk
penanganan stunting,
jumlah kader KPM yang diberikan
Bimtek
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator

Rencana Tahun 2021
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Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
Lokasi Targ:itn(;z;;alan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ:itn(;:p;alan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Jumlah pelaksanaan pelatihan Kabupaten Lima Puluh 1 Kegiatan 25,000,000.00|  ApBDKAB Prioritas 168,400,000.00
KPMD Kota Nasional
Jumlah kader posyandu yang Kabupaten Lima Puluh 549 Orang 0.00|  ApBDKAB Prioritas 0.00
diberikan Bimtek untuk Kota Nasional
penanganan stunting
Jumlah kader pembangunan Kabupaten Lima Puluh 79 Orang 0.00| ApBDKAB Prioritas 0.00
manusia (KPM) yang diberikan Kota Nasional
Bimtek

102.07.15.04 Pemberdayaan Teknologi Jumlah gelar TTG yang diikuti 3 kegiatan 85,000,000.00 3 kegiatan 93,500,000.00
Tepat Guna
Jumlah gelar TTG yang diikuti Kabupaten Lima Puluh 3 Kegiatan 85,000,000.00| ApBDKAB Lainnya 93,500,000.00

Kota

1.02.07.15.05 Pemberdayaan Lembaga Jumlah LPM aktif 79LPM 35,000,000.00 79 LPM 267,000,000.00
Kemasyarakatan dan
Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat
Bimbingan Teknis LPM Tanjuang Bungo 3 Orang 180,000.00 IKU OPD 0.00
Bimbingan teknis lembaga Pauh Sangik 3 Orang 180,000.00 IKU OPD 0.00
pemerdayaan masyarakat (LPM)
Bimbingan Teknis Lembaga Nagari Taram 3 Orang 180,000.00 IKU OPD 0.00
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
BIMTEK Lembaga Pemberdayaan Sungai Balantiak 3 Orang 180,000.00 IKU OPD 0.00
Masyarakat
Bimbingan Teknis Lembaga Nagari Suliki 3 Orang 180,000.00 IKU OPD 0.00
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Ditujukan Untuk LPM Nagari
Suliki
Bintek Pengurus LPM Suayan 3 Orang 180,000.00 IKU OPD 0.00
Pemberdayaan lembaga Niniak Kecamatan Pangkalan 18 Orang 1,080,000.00 IKU OPD 0.00
mamak Koto baru
Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Kabupaten Lima Puluh 79 Lembaga 32,840,000.00| ApBDKAB IKU OPD 267,000,000.00
Masyarakat) aktif Kota

1.02.07.15.07 Pembinaan pemberdayaan Jumlah pembinaan kelompok PKK 93 kelompok 350,000,000.00 93 kelompok 500,000,000.00
kesejahteraan keluarga (PKK) se-Kab Lima Puluh Kota
Jumlah pembinaan kelompok PKK Kabupaten Lima Puluh | 93 Kelompok 348,740,000.00 |  APBDKAB Prioritas 500,000,000.00
se Kab-Lima Puluh Kota Kota Daerah
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Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
. Targevt Ca.palan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana TargeF Cépalan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi Kinerja Kinerja
Bimtek Pengurus PKK Nagari Sarilamak 7 Orang 420,000.00(  ApBDKAB Prioritas 0.00
kecamatan Harau Daerah
Bimtek pengurus PKK Kecamatan kpr IX dan 14 Orang 840,000.00| APBDKAB Prioritas 0.00
Pangkalan Daerah
1.02.07.15.11 Penyelenggaraan, Persentase nagari yang 53% 90,000,000.00 53% 719,602,000.00
pembentukan, pemekaran, terfasilitasi untuk
pengembangan dan pemekaran nagari dan
penghapusan batas nagari penetapan batas nagari
Persentase Nagari yang Kabupaten Lima Puluh 53 % 90,000,000.00|  ApBDKAB Prioritas 719,602,000.00
terfasilitasi untuk pemekaran Kota Daerah
nagari dan penetapan batas
Nagari
1.02.07.15.13 Monitoring, evaluasi dan Persentase nagari yang 54% 75,000,000.00 54% 250,000,000.00
pelaporan termonitoring dan
penyelenggaraan terevaluasi dalam rangka
pembentukan, pemekaran, pemekaran dan penetapan batas
pengembangan nagari nagari
Persentase Nagari yang Kabupaten Lima Puluh 54 % 75,000,000.00|  ApBDKAB Lainnya 250,000,000.00
termonitoring dan Kota
terevaluasi dalam rangka
pemekaran dan penetapan batas
Nagari
1.02.07.15.15 Temu Wicara Lembaga Adat se- Jumlah pembinaan lembaga adat 1 kegiatan 30,000,000.00 1 kegiatan 33,000,000.00
Kab.Lima Puluh Kota dan bertambahnya wawasan
anggota lembaga adat se-Kab.
Lima Puluh Kota (Lembaga Adat
Aktif)
Jumlah pembinaan lembaga adat Kabupaten Lima Puluh 1 Kegiatan 30,000,000.00|  APBDKAB Lainnya 33,000,000.00
dan bertambahnya wawasan Kota
lembaga adat se-Kab Lima Puluh
Kota
1.02.07.16. Program pengembangan Persentase pelatihan dan 42% 205,000,000.00 363,800,000.00
lembaga ekonomi pedesaan fasilitasi pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
yang dilaksanakan
1.02.07.16.02 Pelatihan ketrampilan Persentase badan usaha milik 95% 45,000,000.00 95% 49,500,000.00
manajemen badan usaha milik nagari yang aktif
desa
Persentase Badan Usaha Milik Kabupaten Lima Puluh 95 % 36,000,000.00| ApBDKAB IKU OPD 49,500,000.00
Nagari yang aktif Kota
Pelatihan Keterampilan Kec. Lareh Sago 1 0rang 3,000,000.00|  APBDKAB IKU OPD 0.00

Manajemen Badan Udaha Milik
Desa

Halaban,Kec. Luak dan
Kec.
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pembangunan desa

menetapkan RKP tepat waktu

Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
. Targevt Ca.palan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana TargeF Cépalan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi Kinerja Kinerja
Situjuah Limo Nagari
Bimtek Bagi Pengurus Badan kecamatan harau dan 1 Orang 3,000,000.00  ApPBDKAB IKU OPD 0.00
Usaha Milik Desa kecamatan payakumbuh
Bimtek Kec. Lareh Sago 1 Orang 3,000,000.00  ApBDKAB IKU OPD 0.00
Halaban, Kec. Luak,
Kec. Situjuah LImo
nagari
1.02.07.16.07 Monitoring, evaluasi dan Jumlah rakor P3MD yang 2 kali 30,000,000.00 2 kali 171,300,000.00
pelaporan dilaksanakan dan jumlah
pelaksanaan monitoring
dan evaluasi lembaga-lembaga
ekonomi pedesaan
Jumlah rakor P3MD yang Kabupaten Lima Puluh 2 Kali 30,000,000.00( ApBDKAB Lainnya 171,300,000.00
dilaksanakan terkait Kota
pendampingan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan
pelaksanaan UU No. 6 tentang
Desa, serta jumlah pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
lembaga-lembaga ekonomi
pedesaan
1.02.07.16.15 Perlombaan desa dan Jumlah nagari dengan status 79 nagari 130,000,000.00 79 nagari 143,000,000.00
kelurahan berkembang dan cepat
berkembang
Jumlah nagari dengan status Kabupaten Lima Puluh 79 Nagari 130,000,000.00|  ApBDKAB IKU Daerah 143,000,000.00
berkembang dan cepat Kota
berkembang
1.02.07.17. Program peningkatan Persentase nagari dengan 95% 393,000,000.00 803,935,000.00
partisipasi masyarakat dalam status berkembang dan maju
membangun desa
1.02.07.17.01 Pembinaan kelompok Jumlah pencanangan BBGRM 2 kegiatan 150,000,000.00 2 kegiatan 165,000,000.00
masyarakat pembangunan desa yang dilaksanakan, dan
terlaksananya pembukaan dan
penutupan TMMN
Jumlah pencanangan BBGRM yang Kabupaten Lima Puluh 1 Kegiatan 150,000,000.00 |  ApBDKAB Lainnya 165,000,000.00
dilaksanakan Kota
Terlaksananya pembukaan dan Kabupaten Lima Puluh 1 Kegiatan 0.00| ApBDKAB Prioritas 0.00
penutupan TMMN Kota Nasional
1.02.07.17.02 Pelaksanaan musyawarah Persentase nagari yang 100% 53,000,000.00 100% 181,500,000.00
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kapasitas aparatur pemerintah

kapasitas aparatur pemerintah

ode Programiegtatan Kneria Progrem fceatatan . Targevt Ca.paian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana TargeF Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi Kinerja Kinerja
Persentase jumlah Nagari yang Kabupaten Lima Puluh 100 % 53,000,000.00| ApBDKAB IKU OPD 181,500,000.00
menetapkan RKP tepat waktu Kota
1.02.07.17.03 Pemberian stimulan Persentase pembinaan serta 20% 80,000,000.00 20% 88,000,000.00
pembangunan desa pemantauan dana desa
Persentase pembinaan serta Kabupaten Lima Puluh 20% 80,000,000.00| ApBDKAB Lainnya 88,000,000.00
pemantauan Dana Desa Kota
1.02.07.17.04 Monitoring, evaluasi dan Persentase pelaksanaan 75% 85,000,000.00 75% 93,500,000.00
pelaporan koordinasi, monitoring
dan evaluasi program
pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan nagari yang
pendanaannya bersumber dari
DD dan ADD serta
terlaksananya pencegahan,
pengawasan dan penanganan
permasalahan dana desa sesuai
perjanjian kerjasama antara
Kemendes dan PTT, Kemendagri
dan Kepolisian RI
Persentase pelaksanaan Kabupaten Lima Puluh 5% 85,000,000.00| ApBDKAB Lainnya 93,500,000.00
koordinasi, monev program Kota
pemberdayaan maasyarakat dan
pembangunan Nagari yang
pendanaannya bersumber dari
DD dan ADD serta terlaksananya
pencegahan, pengawasan dan
penanganan permasalahan
Dana Desa sesuai perjanjian
kerja sama antara Kemendes dan
PTT, Kemendagri dan Kepolisian
RI
1.02.07.17.05 Pemantapan Data Profil dan Persentase nagari dengan 96% 0.00 96% 182,435,000.00
Monografi Nagari status berkembang dan maju,
persentase nagari dengan
status swakarya dan swasembada
Persentase Nagari dengan Kabupaten Lima Puluh 96 % 0.00|  ApBDKAB IKU Daerah 182,435,000.00
status berkembang dan maju, Kota
persentase nagari dengan
status swakarya dan swasembada
1.02.07.17.06 Pembinaan Kelompok Jumlah pembinaan serta 108 kelompok 25,000,000.00 108 kelompok 93,500,000.00
Pengelola Prasarana penilaian kepada BP-SPAMS dan
Fasilitas Umum (KPP-Fasum) monev kelembagaan KPP-Fasum
Jumlah pembinaan serta Kabupaten Lima Puluh 108 Kelompok 25,000,000.00|  ApBDKAB Lainnya 93,500,000.00
penilaian kepada BP-SPAMS dan Kota
Monev kelembagaan KPP-FASUM
1.02.07.18. Program peningkatan Persentase peningkatan 37% 252,000,000.00 429,000,000.00
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Kode Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan . .
. Targevt Ca.palan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana TargeF Cépalan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi Kinerja Kinerja
desa desa
1.02.07.18.01 Pelatihan aparatur Jumlah peserta Bimtek 60 orang 20,000,000.00 60 orang 93,500,000.00
pemerintah desa dalam bidang pengelola kawasan perdesaan
pembangunan kawasan
perdesaan
Jumlah peserta Bimtek pengelola Kabupaten Lima Puluh 60 Orang 20,000,000.00|  ApBDKAB IKU OPD 93,500,000.00
kawasan perdesaan Kota
1.02.07.18.02 Pelatihan aparatur Jumlah aparatur pemerintahan 184 orang 67,000,000.00 184 orang 99,000,000.00
pemerintah desa dalam bidang nagari yang terlatih dalam
pengelolaan keuangan desa pengelolaan keuangan
nagari
Jumlah aparatur pemerintahan Kabupaten Lima Puluh 184 Orang 67,000,000.00  APBDKAB Prioritas 99,000,000.00
Nagari yang terlatih dalam Kota Daerah
pengelolaan keuangan Nagari
1.02.07.18.03 Pelatihan aparatur Jumlah aparatur pemerintahan 22% 115,000,000.00 2204 126,500,000.00
pemerintah desa dalam bidang nagari yang mengikuti bimtek
manajemen pemerintahan desa manajemen pemerintahan
nagari (perangkat nagari
dan Bamus)
Jumlah aparatur pemerintahan Kabupaten Lima Puluh 22% 115,000,000.00|  APBDKAB Prioritas 126,500,000.00
Nagari yang mengikuti Bimtek Kota Daerah
Manajemen Pemerintahan
Nagari (Perangkat Nagari dan
Bamus)
1.02.07.18.04 Monitoring, evaluasi dan Jumlah Nagari yang 100% 15,000,000.00 100% 55,000,000.00
pelaporan termonitor dalam
pelaksanaan pemerintahan
nagari
Jumlah Nagari yang termonitor Kabupaten Lima Puluh 100 % 15,000,000.00|  APBDKAB Lainnya 55,000,000.00
dalam pelaksanaan Kota
Pemerintahan Nagari
1.02.07.18.06 Rapat koordinasi dan rapat Jumlah Wali Nagari yang 100% 35,000,000.00 100% 55,000,000.00
kerja Wali Nagari dan mengikuti Rapat
Sekretaris Nagari Koordinasi/Rapat Kerja
Jumlah wali Nagari yang Kabupaten Lima Puluh 100 % 35,000,000.00  APBDKAB Lainnya 55,000,000.00
mengikuti rapat Kota
koordinasi/rapat kerja
1.02.07.20. Program pembinaan dan Persentase peningkatan 34% 215,000,000.00 236,500,000.00
fasilitasi pengelolaan Pengelolaan Keuangan
keuangan desa Desa/Nagari
1.02.07.20.01 Evaluasi rancangan Jumlah evaluasi rancangan 79 nagari 50,000,000.00 79 nagari 55,000,000.00
peraturan desa tentang APB peraturan nagari tentang
Desa APBNagari tepat waktu di
Kecamatan
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Kode Program/egiatan Kineria Program /Kegiatan Lokasi Targ:itn(;z;;alan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ:itn(;:p;alan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Jumlah evaluasi rancangan Kabupaten Lima Puluh 79 Nagari 50,000,000.00| ApBDKAB Lainnya 55,000,000.00
peraturan Nagari tentang Kota
APBNagari tepat waktu di
kecamatan
1.02.07.20.03 Penyusunan pedoman Jumlah pedoman dan regulasi 8 (Perbup dan 50,000,000.00 8 (Perbup dan 55,000,000.00
pengelolaan keuangan desa nagari dalam bentuk Keputusan)
Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati
Jumlah pedoman dan regulasi Kabupaten Lima Puluh 8 Peraturan 50,000,000.00| ApBDKAB Lainnya 55,000,000.00
Nagari dalam bentuk Peraturan Kota
Bupati dan Keputusan Bupati
1.02.07.20.04 Evaluasi rancangan Jumlah evaluasi rancangan 79 nagari 50,000,000.00 79 nagari 55,000,000.00
peraturan desa tentang peraturan nagari tentang LKPJ
pertanggungjawaban Nagari tepat waktu
pelaksanaan APB Desa
Jumlah evaluasi rancangan Kabupaten Lima Puluh 79 Nagari 50,000,000.00| ApBDKAB Lainnya 55,000,000.00
peraturan nagari tentang LKPJ Kota
Nagari tepat waktu
1.02.07.20.05 Bimbingan Teknis Jumlah nagari yang mengikuti 79 nagari 65,000,000.00 79 nagari 71,500,000.00
pengelolaan aset dan Bimtek pengelolaan aset dan
kekayaan Nagari kekayaan nagari berbasis
aplikasi
Jumlah Nagari yang mengikuti Kabupaten Lima Puluh 79 Nagari 65,000,000.00 ApBDKAB Lainnya 71,500,000.00
Bimtek pengelolaan aset dan Kota
kekayaan Nagari berbasis
aplikasi
4.00.01.26. Program Penataan Peraturan Persentase peraturan 20% 40,000,000.00 44,000,000.00
Perundang-undangan perundangan Kabupaten untuk
Nagari yang dilaksanakan /
disusun
4.00.01.26.19 Fasilitasi penyusunan Persentase peningkatan 45% 40,000,000.00 45% 44,000,000.00
produk hukum Nagari skala jumlah produk hukum yang
Kabupaten dan Nagari dilahirkan oleh Nagari
(wajib dan diluar yang wajib)
Persentase peningkatan Kabupaten Lima Puluh 45% 40,000,000.00|  APBDKAB Lainnya 44,000,000.00
jumlah produk hukum yang Kota
dilahirkan oleh Nagari (wajib
dan diluar yang wajib)
Total 3,822,372,274.00 6,468,311,600.00




BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa/Nagari ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 112
Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Nagari Tahun 2016-2021. Renja ini memuat hal-hal yang terkait dengan
pelaksanaan Renja Tahun lalu, permasalahan serta rumusan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis
kegiatan pada Tahun 2021.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap
unsur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari dalam menyiapkan
peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan
kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama
satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata
kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.
Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal Tahun 2021, seluruh

kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun, sebagai pedoman dan dapat
meningkatkan kinerja DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
Tahun 2021.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal X Agustus 2020

KEPALA DPMD/N

NIP. 19690218 199403 1 004

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
(DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 V-1



